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ABSTRAK 

IMPLEMENT AS! KEBIJAKAN RETRIBUSI PELA Y ANAN 
PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN D1 KABUP ATEN ACEH TENGAH 

2012-2016 

ILAGA 
ilagagayo@gmail.com 

Progra Pasca Sarjana 
Universitas Terbuka 

Retribusi persampahan/kebersihan merupakan sumber penerimaan pendapatan asli 
daerah dari sector retribusi dengan mengacu kepada Qanun Nomor 4 Tahun 20 I 0 
tentang Retribusi Daerah. Penerimaan Retribusi persampahan/ kebersihan 
mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun, dengan semakin bertambahnya 
penduduk, maka akan semakin bertambah pula jumlah sampah yang dikeluarkan, 
target yang tidak pemah tercapai serta masih banyaknya potensi penermaan yang 
belum terekspos. Penelitian ini mendeskripsikan bagaimana implementasi 
kebijakan retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan berdasarkan teori Edward 
Ill. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahu bagaimana implementasi kebijakan 
retribusi persampahan/kebersihan serta mengetahui factor·faktor pendukung dan 
penghambat kebijakan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif 
kualitati£ Berdasarkan penelitian di dapat bahwa imlementasi kebijakan retribusi 
kebersihan belum memiliki standar operasional prosedur serta adanya pembagian 
wilayah kerja dalam pelaksanaan pemungutan retrbusi maupun pelaksanaan 
kebersihan lingkunga.faktor-faktor pendukung dalam impelementasi kebijakan 
adalah faktor komunikasi, disposisi, sumberdaya dan struktur organisasi 
Hambatan yang di didapat antara lain faktor kepentingan, azas manfaat, budaya, 
aparat pelaksana serta anggaran 

Kata Kunci: Implementasi kebijakan, Retibusi persampahan!kebersihan 
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ABSTRACT 

IMPLEMENTATION OF THE POLICY OF RETRIBUSION OF SERVICE 
OF GARBAGE/CLEANLINESS IN ACEH CENTRAL DISTRICT 

2012-2016 

ILAGA 
ilagagayo@gmail.com 

Graduate Studies Program 
Indonesia Open University 

Garbage I cleanliness levies are the source of revenue from the original levy sector 
by referring to Qanun Number 4 of 201 0 on Regional Retribution. Acceptance of 
Garbage I cleanliness levy fluctuates from year to year, with increasing 
population, it will also increase the amount of waste discharged, targets that have 
not been achieved as well as the number of potential exposure that has not been 
exposed. This research describes how the implementation of garbage service I 
cleanliness levy policy based on Edward III theory. The purpose of this research is 
to find out how the implementation of garbage I cleanliness levy policy as well as 
to know the supporting and inhibiting faktors of policy. The research method used 
is descriptive qualitative. Based on the research it can be that cleanness hygiene 
implementation does not have operational standard of procedure as well as the 
division of work area in the implementation of levy collection and the 
implementation of cleanliness of the interest. Supporting factors in the 
impelementation policy is the factor of communication, disposition, resources and 
organizational structure Barriers obtained in between other interest factors, benefit 
principle, culture, apparatus and budget 

Keyword :policy implementation, garbage/cleanliness levies 
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BABIV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Lokasi Penelitian 

I. Keadaan Geografi 

Keadaan topografi Kabupaten Aceh T engah yang tepat berada di tengah

tengah Provinsi Aceh hampir seluruh wilayah merupakan daerah perbukitan dan 

pegunungan, dan terdapat sebuah Danau yang bernama Danau Laut Tawar yang 

membatasi ibu kota kabupaten dengan kecamatan disekitamya. Di antara 

pegunungan dan perbukitan terdapat hamparan daratan yang merupakan tempat 

area becocok tanam, seperti tanaman palawija, padi dan dilereng-lereng 

perbukitan masyarakat juga menanam kopi yang merupakan produk unggulan dari 

daerah ini. Kabupaten Aceh Tengah juga memiliki sungai yang mengalir menuju 

Kabupaten Bener Meriah dan terus menuju Kabupaten Biereuen, aliran sungaiini 

berasal dari Danau Laut Tawar. 

Secara administratif Kabupaten Aceh Tengah terbagi atas 14 kecamatan 

dan 295 desa. Untuk lebih jelasnya nama nama kecamatan seperti pada tabel di 

bawah ini 

Tabel 4.1 Kecamatan dan desa di Kabupaten Aceh Tengah 

No Nama Kecamatan Jumlah Desa 

I Lut Tawar 18 

2 Bintang 24 

3 Kebayakan 20 

4 Be be sen 28 

5 Pegasing 31 

6 Bies 12 

7 Silih Nara 33 

65 
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8 Celala 17 

9 Rusip Antara 16 

10 Keto! 25 

II Linge 26 

12 Atu Lintang II 

13 Jagong Jeget 10 

14 Kute Panang 24 

Jumlah 295 

.. 
Sumber. Badan Pengelolaan Keuangan Kab.Aceh 1 engah 

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa kecamatan yang paling 

banyak memiliki desa adalah Kecamatan Silih Nara, sedangkan kecamatan 

dengan jumlah desa paling sedikit adalah Kecamatan Jagong Jeget. Wilayah 

perkotaan yang merupakan sebagai tempat pemungutan retribusi pelayanan 

persampahan/kebersihan terdapat didalam Kecamatan Lut tawar, Bebesen dan 

Kebayakan. 

2. Keadaan Demograti 

Jumlah penduduk Kabupaten Aceh Tengah berdasarkan data Badan Pusat 

Statistik Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2017 adalah 200.412jiwa, dengan rata 

rata kepadatan penduduk 43 Jiwa/Km2
, dengan Kecamatan Bebesen sebagai 

kecamatan dengan jumlah penduduk terpadat dengan kepadatan 770 jiwa/Km2
, 

dan Kecamatan Linge dengan kepadatan 4 jiwa /Km2 sebagai Kecamatan dengan 

jumlah sebaran terendah di Kabupaten Aceh Tengah. 

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Masing-Masing Kecamatan 

Kepadatan Penduduk 
No Kecamatan 

Luas Wilayah Jumlah 
(Km2

) Penduduk 
I Kebayakan 56 18.857 
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2 Pegasing 99 19.666 

3 Bies 29 6.787 

4 Bebesen 47 41.340 

5 Kutepanang 35 8.211 

6 Silih Nara 98 21.736 

7 Keto! 405 12.001 

8 Celala 89 8.853 

9 Rusip Antara 669 7.485 

10 Linge 2075 9.267 

II Atu Lintang 83 6.140 

12 Jagong Jeget 105 9.387 

13 Bintang 429 8.998 

14 Lut Tawar 100 21.605 

Sumber. BPS Kabupaten Aceh Tengah 

3. Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup 

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh di pimpim oleh seomng kepala 

dinas yang mempunyai tugas melakukan penyusunan dan pelaksanaan di bidang 

Lingkungan hidup dan kebersihan yang meliputi pengendalian lingkungan dan 

konservasi, pengawasan dan penanggulangan kerusakan lingkungan hidup serta 

kebersihan dan pengelolaan kualitas lingkungan. 

Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah adalah 

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup dan bidang 

kebersihan sesuai dengan kewenangannya 

2. Merumuskan program kerja dinas Jingkungan hid up 

3. Pemberian rekomendasi perijinan lingkungan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

4. Mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan lingkungan hidup dengan 

semua stakeholder terkait 
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5. Pengguna barang din as 

6. Pengguna anggaran dinas 

7. Membina aparatur dalam penyelenggaraan urusan lingkungan hidup 

8. Mengendalikan penyelenggaraan urusan lingkungan 

9. Melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan urusan Jingkungan 

hidup 

I 0. Melaporkan penyelenggaraan urusan lingkungan hidup 

II. Melakukan penilaian kinerja staf dan 

12. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

4. Sumber Daya Man usia 

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu unsur kunci dalam 

pelakasanaan tugas tugas pengelolaan retribusi persampahan/kebersihan . salah 

satu kelompok yang mempengaruhi kinerja pemungutan retribusi adalah petugas 

lapangan (khususnya pemungut). Gambaran lengkap profil SDM pada Dinas 

Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah adalah sebagai berikut: 

a. Jumlah Pegawai menurut Pendidikan 

Pegawai Negeri Sipil yang ada di lingkup Dinas Lingkungan Hidup terdiri 

dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari staf hingga Kepala Dinas 

Lingkungan Hidup, jumlah pegawai berdasarkan jenjang pendidikan yang ada 

pada Dinas Lingkungan hidup seperti terlihat pada tabel dibawah ini 

Tabel 4.3 Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan 

No Pendidikan Jumlah 

---
I S3 I 
2 S2 5 -- --
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3 
4 
5 

I ~~TA 
SLTP 

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup. 2017 

17 
15 
8 

b. Jumlah Pegawai berdasarkan Jenis Pekerjaan 

69 

Pegawai pacta Dinas lingkungan Hidup tidak seluruhnya merupakan 

pegawai negeri sipil, sebahagian dari mereka merupakan tenaga honorer atau 

tenaga kontrak, tenaga honorer ataupun tenaga kontrak hampir seluruhnya 

merupakan petugas lapangan. Jumlah pegawai berdasarkan status tenaga kerja 

seperti pada tabel di bawah ini 

Tabel 4.4. Jumlah Pegawai berdasarkan Jenis Pegawai 

No Jenis Pegawai Jumlah 

I PNS 46 

2 Tenaga Kontrak 297 

a. Supir Truk 20 

b. Penyapu 260 

c. Pemungut Retribusi 17 

Sumber: Dmas Lmgkungan Htdup. 2017 

5. Sarana dan Prasarana 

Dinas Lingkungan Hidup memiliki sejumlah sarana dan prasarana Dalam 

menunjang pengelolaan kebersihan dan retribusi persampahanlkebersihan yang 

digunakan untuk mengangkut sampah mulai dari perumahan penduduk, jalan-

jalan protokol, tempat pembuangan sementara hingga yang berada di tempat 

pembuangan akhir, sarana dan prasarana pada Dinas Lingkungan Hidup adalah 

seperti pada tabel dibawah ini 

Tabel4.5 Sarana dan prasarana 

No Jenis Sarana dan Prasarana Jumlah 

I Mobil Truk Sampah 9 
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2 Roda 3 8 
3 Bak Sampah !rempat Pembuangan 15 

Sementara 
4 Tern pat Pembuangan Akhir I 
5 Tong Sampah piber untuk sekolah 219 
6 Bak Sampah Beton 2 
7 Alat Berat 2 

Sumber. Dmas Lmgkungan Htdup. 2017 

6. Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup 

Visi Dinas Lingkungan Hidup adalah " Pengelolaan lingkungan hidup 

yang profesional berwawasan pembangunan berkelanjutan menuju masyarakat 

sejahtera" Jatar belakang ditetapkan visi tersebut adalah bahwa proses 

pembangunan disegala bidang yang memanfaatkan potensi sumber daya alam 

harus dibarengi dengan upaya pengelolaan lingkungan hidup yang selaras, serasi 

dan seimbang yang pada akhimya akan dapat meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. 

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, Dinas Lingkungan hidup 

Kabupaten Aceh Tengah menjalankan misi sebagai berikut: 

I) Meningkatkan kesadaran hukum dan peran serta masyarakat dan 

pihak-pihak yang terkait dalam pengelolaan dan pelestarian 

lingkungan 

2) Mengendalikan dampak pembangunan terhadap kelestarian fungsi 

lingkungan hidup 

3) Melestarikan lingkungan 

7. Struktur Organisasi 

Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan Peraturan 

Bupati Aceh Tengah Nomor 66 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi, struktur 

ogranisasi dapat dilihat pada gambar dibawah, secara garis besar struktur 
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organisasi Dinas Linkungan Hidup terdiri dari seorang kepala dinas, sekretaris 

dinas, kepala bidang penataan perlindungan dan pengelolaan lingkungan 

lingkungan hidup, kepala bidang pengelolaan sampah dan peningkatan kapasitas 

lingkungan hidup dan kepala pengendalian pencemaran lingkungan. 

a. Kepala Dinas lingkungan Hidup 

Tugas kepala dinas diantaranya adalah: 

I) Pelaksanan urusan ketatausahaan dinas 

2) Penyusunan program ketja tahunan, jangka menengah, dan jangka 

panjang 

3) Perumusan k.ebijakan teknis dalam lingkungan hidup, kebersihan dan 

pertamanan 

4) Pelayanan penunjang penyelenggaraan di bidang lingkungan hidup, 

kebersihan dan pertamanan 

5) Penyelenggaraan pengendalian dampak lingkungan tennasuk penelitian, 

pengujian, standarisasi, perizinan, peningkatan sumberdaya manusia dan 

pengembangan kapasitas kelembagaan 

b. Sekretaris 

Sekretaris adalah unsur pembantu kepala dinas di bidang administrasi 

umum, kepegawaian, tatalaksana dan keuangan.sekretaris mempunyai tugas 

melakukan pengelolaan urusan administrasi umum, perlengkapan, peralatan, 

kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum 

dan perundang-undangan, serta pelayanan administrasi, penyusunan program, data 

infonnasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, di lingkup dinas lingkungan 

hidup. 
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c. Kepala bidang penataan dan penataan perlindungan, dan pengelolaan 

Lingkungan Hidup 

Bidang penataan dan penataan perlindungan dan pengelolaan lingkungan 

hidup mempunyai tugas merumuskan, menyusun, menyelenggarakan, koordinasi 

monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang penataan dan 

penatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hid up. 

d. Bidang pengelolaan sampah dan peningkatan kapasitas lingkungan hidl.lp 

Bidang pengelolaan sampah dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup 

mempunyai tugas membantu kepala dinas merumuskan, menyusun, 

menyelenggarakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pealporan pelaksanaan, 

kebijakan dibidang pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya dan beracun 

dan peningkatan kapasitas. 

e. Bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hid up 

Bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup 

mempunyai tugas membantu kepala dinas merumuskan, menyusun, 

menyelenggarakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pealporan pelaksanaan, 

kebijakan dibidang pengendalian, pencemaran, dan kerusakan lingkungan hidup. 

B. Hasil Penelitian 

1. lmplementasi Kebijakan Retribusi layanan Persampahan/Kebersihan 

Menurut Tachjaf! lmplementasi Kebijakan publik terdiri dari tiga unsur 

yaitu unsur pelaksana, adanya program dan kelompok sasaran. lmplementasi 

Kebijakan Retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan di Kabupaten Aceh 

Tengah unsur unsur tersebut adalah 

a. Unsur pelaksana 
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Kepala Dinas Lingkungan hidup selaku penanggung jawab perumusan 

program pelaksanaan Retribusi Kebersihan serta pengguna anggaran pada Dinas 

Lingkungan hidup bertanggungjawab kepada Bupati terhadap penggunaan 

anggaran serta pelaksanaan retribusi kebersihan. 

Pelakasanaan pemungutan retribusi Pelayanan Kebersihan dilakukan oleh 

petugas pemungut retibusi kebersihan yang telah ditetapkan dengan surat 

keputusan yang ditandatangani oleh kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten 

Aceh Tengah, petugas pemungut ini terdiri dari berbagai Jatar belakang 

pendidikan dan status sosial. Dalam pelaksanaan pekerjaan pengetahuan akan 

pekerjaan mereka masih banyak yang belum begitu memahami maksud dan tujuan 

dari kebijakan tersebut. kondisi pengetahuan pegawai yang melaksanakan 

fungsinya masih kurang disebabkan tidak adanya Jatar belakang pendidikan yang 

sesuai serta masih kurangnya penddidikan dan pelatihan khusus tentang cara-cara 

memberikan penarikan retribusi yang baik maupun pelaksanaan kebersihan. 

Belum adanya pembinaan secara terus menerus dan berkesinambungan kepada 

petugas juga turut mempengaruhi rendahnya pengetahuan aparat pemungut. Dari 

hasil wawancara dengan IK Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Peningkatan 

Kapasitas Lingkungan Hidup pada Dinas lingkungan Hidup sebegai berikut: 

........ Petugas yang ditugaskan sebagai petugas kebersihan dan 
petugas pemungut retribusi seluruhnya merupakan pegawai honor, dan 
hampir dari seluruhnya juga tidak menguasai pennasalahan tentang 
maksud dan tujuan dari retribusi kebersihan, mereka ditugaskan Jangsung 
dengan masyarakat meskipun pengetahuan dan pengalaman yang masih 
sangat rendah (wawancara,03 Maret 2018). 
Pengetahuan pegawai yang masih rendah pada Dinas Lingkungan hidup 

berdasarkan pengarnatan di lapangan dapat disiasati dengan mernberikan 

pelayanan yang ramah-tamah dan transparan oleh para petugas kebersihan dan 
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petugas pemungut retribusi, sehingga memberikan kepuasan tersendiri kepada 

masyarakat terhadap pelayanan Dinas Lingkungan Hidup. 

b. Adanya Program yang dilaksanakan 

Pengelolaan retribusi persampahanlkenersihan merupakan kegiatan yang 

perlu dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi dengan baik antara instansi 

terkait. Ini diterapkan agar dapat berhasil mewujudkan peningkatan pendapatan 

asli daerah melalui pelayanan retribusi persampahanlkebersihan. 

Berdasarkan basil perhitungan potensi penerimaan pada tahun 2016 target 

retribusi Tahun 2016 adalah sebesar Rp. 734.380.000,- dan realisasi retribusi 

pelayanan persampahanlkebersihan adalah sebesar Rp. 624.002.000,- masih ada 

selisih yang cukup besar antara potensi dan penerimaan. Hal ini kemungkinan 

dinas Kebersihan belum mengelola potensi yang ada atau telah mengelola tetapi 

sarana dan prasarana dinas kebersihan belum mampu untuk melayani kebutuhan 

masyarakat secara keseluruhan. 

Perbedaan yang cukup besar antara realisasi dengan potensi adalah 

dikarenakan wajib retribusi belum bersedia membayar atau tidak mau manfaatkan 

jasa retribusi pelayanan persampahan karena tidak mendapatkan pelayanan 

dengan baik, atau sama sekali belum mendapatkan pelayanan pelayanan 

kebersihan. Kelompok belum mau membayar atau tidak membayar masih bisa 

diharapkan karena kemungkinan belum mendapatkan pelayanan dengan baik atau 

belum mendapatkan pelayanan. Harapan tersebut artinya masih dapat diupayakan 

oleh Dinas lingkungan Hidup dengan berbagai cara pendekatan dan peningkatan 

pelayanan. 
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Untuk mendapatkan gambaran tentang perkembangan retribusi pelayanan 

persampahan/kebersihan Kabupaten Aceh Tengah dari sisi penerimaan retribusi 

dapat digambarkan sebagai berikut 

Tabel 4.6 Tabel Target dan Realisasi Retribusi Persampahan/Kebersihan 
2012 2016 -

Tahun Target Realisasi Persentase 

2012 665.600.000 281.965.000 43.04% 

2013 665.600.000 264.520.000 40.38% 

2014 665.600.000 445.864.500 68.06% 

2015 734.380.000 558.427.500 76.04% 

2016 734.380.000 624.002.000 84.97% 

Sumber. Badan Pengelolaan Keuangan, 2017 

Peningkatan penerimaan retribusi kebersihan dari tahun ke tahun ( kecuali 

tahun 2013 mengalami penurunan ) tidak terlepas dari upaya pemerintah daerah 

yang selalu secara maksimal menggali objek-objek retribusi yang ada. 

Pengelolaan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di Kabupaten Aceh 

Tengah ini dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dalam hal ini 

Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 

Tahun 2010 tentang Retribusi Daerah. 

Penerimaan berdasarkan objek-objek pajak yang tercantum didalam Qanun 

Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 20 I 0 tentang Retribusi Daerah, pada 

Tahun 2016 adalah seperti terlihat pada tabel di bawah ini 

Tabel4.7 Target dan Realisasi Retribusi Layanan Persampahan!Kebersihan 2016 

No Objek Retribusi Target Realisasi % 

I Hotel Berbintang 4.800.000 4.800.000 100 

2 Hotel Melati 2.520.000 2.520.000 100 
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3 Losmen 800.000 800.000 100 

4 Kantor Pemerintah 24.000.000 25.800.000 108 

5 Kantor Swasta 9.240.000 7.700.000 83 

6 Bengkel Mobil 9.000.000 8.400.000 93 

7 Bengkel Sepeda Motor 3.000.000 3.300.000 110 

8 Door Smeer 1.920.000 1.680.000 88 

9 Karoseri Mobil 8.400.000 7.800.000 93 

10 Warung Kopi/nasi 78.000.000 78.000.000 100 

II Restoran 3.600.000 3.600.000 100 

12 Cafe 12.650.000 12.650.000 100 

13 Toko sedang 30.000.000 23.760.000 79 

14 Toko Besar/ Grosir 3.000.000 2.700.000 90 

15 Toko Swalayan!foserba 13.200.000 13.200.000 100 

16 Apotik I Wartel 2.700.000 2.700.000 100 

17 Photocopy/Sablon 13.460.000 12.960.0000 96 

18 Percetakan 10.700.000 9.600.000 90 

19 Photo Studio 2.350.000 1.800.000 77 

20 Fantasi Kendaraan 4.500.000 3.900.000 87 

21 Salon Pangkas Rambut 12.900.000 12.900.000 100 

22 Kios Pemda 22.800.000 20.160.000 88 

23 Perumahan Tempat 142.280.000 I 06.800.000 75 

Tinggal 

I 24 Pedagang lkan/ayam 14.4000.000 14.400.000 100 

Potong 

25 Pedagang Kaki Lima 16.000.000 12.240.000 77 

26 Pedagang Pengumpul/ 2.160.000 1.800.000 83 

Gosir Buah dan Sayur 

Mayur 

27 Grosir Ikan/Ayam Potong/ 1.200.000 600.000 50 

HewanTemak 

28 Limbah lndustri 5.000.000 - 0 
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29 Sampah lndustri Kecil 5.000.000 - 0 

30 Rumah Sakit Pemerintah 6.000.000 6.000.000 100 

31 Rumah Sakit Swasta 1.800.000 1.800.000 100 

32. Penempatan satu Unit 66.800.000 63.000.000 94 

Kontainer Di Kampung 

33 Tambal Ban 3.000.000 - 0 

34 Kendaraan Penumpang 50.000.000 44.612.000 89 

Barang 

a. Kendaraan Roda 6-

10 

b. Kendaraan Roda4 

c. Stasiun Poll L300 

35 Pedagang Buah Buahan 68.000.000 66.600.000 98 

36 Jualan Sayur 79.200.000 45.420.000 57 

Sumber. Dmas Lmgkungan H1dup, 2017 

Dengan melihat tabel di atas di ketahui bahwa masih banyak para wajib 

retribusi yang belum memberikan sumbangsih terhadap penerimaan retribusi 

Pelayanan persampahan/kebersihan, padahal sejalan dengan pertumbuhan 

penduduk dan perkembangan pembangunan yang semakin padat dan meningkat 

setiap tahunnya seharusnya memberikan penerimaan yang meningkatjuga .namun 

pemerintah juga mengalami pennasalahan dengan peningkatan jumlah penduduk 

tersebut yaitu terhadap peningkatan jumlah sampah yang dihasilk.an dapat 

mempengaruhi keindahan kota, mempengaruhi kesehatan disekitar tempat 

pembuangan sementara sehingga memerlukan pengaturan dan pengelolaan 

kebersihan bagi lingkungan perkotaan pada umumnya. Untuk mengetahui 

seberapa besar kontribusi retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan terhadap 

penerimaan pendapatan asli daerah dapat dilihat pada tabel dibawah. 
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Pada tabel di bawah ini tergambar bahwa realisasi penerimaan retribusi 

persampahan/kebesihan terhadap pendapatan asli daerah dari tahun ke tahun 

mengalami peningkatan kecuali pada tahun 2013, ini berarti bahwa retribusi 

persampahan/kebersihan memberikan sumbangan dalam meningkatkan 

pendapatan asli daerah . Untuk meningkatkan pendapatan dari sektor retribusi 

persampahanlkebersihan dalam pelaksanaan pernungutan hendaknya dilaksanakan 

dengan efektif dan efisien. 

Tabel4.9 Realisasi retribusi persampahan/kebersihan terhadap PAD 

Realiasasi Retribusi 
Tahun Realisasi PAD Layanan Persampahan/ % 

Kebersihan 
2012 62.466.042.310 281.965.000 0.45 

2013 83.222.646.137 264.520.000 0.32 

2014 143.734.992.823 445.864.500 0.31 

2015 134.332.185.890 558.427.500 0.42 

2016 144.355.165.587 609.702.000 0.42 

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan, 2017 

Pemugutan reribusi kebersihan dikategorikan sebagai retribusi tetap dan cara 

pembayarannya dengan retribusi kontan yaitu pungutan yang langsung diterima 

dalam bentuk uang. Sedangkan alat yang digunakan dalam pemungutan retribusi 

Jayanan persampahanlkebersihan adalah dengan cara diberikan karcis baik yang 

membayar bulanan ataupun harian seperti pedagang sayur setiap pagi hari. 

Berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang 

retribusi daerah di Kabupaten Aceh Tengah Bab III Paragraf 4 Pasal 29 struktur 

dan besarnya tarif retribusi dinyatakan ada perbedaan tarif retribusi bagi setiap 
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objek penarikan retribusi yaitu rumah tangga, perkantoran, hotel, toko dan objek 

retribusi lainnya. 

Dukungan anggaran untuk memaksimalkan pelayanan kebersihan yang 

masih rendah, ini dapat dilihat dari masih rendahnya upah yang diterima oleh 

para petugas kebersihan, sehingga untuk menjamin terlaksananya kebersihan 

masih kurang karena pengelolaan yang belum optimal dari sisi aparat anggota 

masyarakat masih enggan atau setengah hati dalam membayar maupun 

menggunakan jasa retribusi persampahanlkebersihan. Adapun jumlah upah yang 

diterima para petugas kebersihan setiap bulan sebagai berikut: 

Tabel4.10 Upah Petugas Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup 

No Pekerjaan Upah /Bulan (Rp) 

I Sapir Truck Sampah 1.200.000 

2 Petugas Penyapu Jalan 800.000 

3 Petugas Pemungut Retribusi 800.000 

4 Petugas Tern pat Pembuangan 800.000 

akhir 

5 Petugas Pemungut Sampah 900.000 

Sumber. Dmas Lmgkungan H1dup Kabupaten Aceh 1 engah 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa upah para petugas kebersihan 

masih sangat jauh dari upah minimun regional Aceh yang mencapai 2,5 juta 

perbulan, bahkan upah tertinggi yang diterima oleh sopir truk yaitu I ,2 juta/Bulan 

tidak mencapai 50% dari UMR tersebut 

c. Target Group atau Kelompok sasaran 

Kelompok sasaran dari implementasi ini adalah wajib retribusi yang 

membayar retribusi untuk setiap objek retribusi berdasarkan Qanun Kabupaten 
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Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Retribusi Daerah adalah sebagai 

berikut 

Tabel4.8. Jumlah Wajib Retribusi yang Membayar Retribusi 

No Objek Retribusi 
Jumlah Wajib 

Retribusi I Alat 

I Hotel Berbintang 4 

2 Hotel Melati 4 

3 Losmen 4 

4 Kantor Pemerintah 43 

5 Kantor Swasta 22 

6 Bengkel Mobil 14 

7 Bengkel Sepeda Motor II 

8 Door Smeer 7 

9 Karoseri Mobi I 13 

10 Warung Kopi/nasi 120 

II Resto ran 6 

12 Cafe 23 

13 Toko sedang 132 

14 Toko Besar/ Grosir 9 

15 Toko Swalayan/Toserba II 

16 Apotik I Wartel 15 

17 Photocopy/Sablon 72 

18 Percetakan 16 

19 Photo Studio 6 

20 Fantasi Kendaraan 13 

21 Salon Pangkas Rambut 43 

22 Kios Pemda 168 

23 Perumahan Tempat Tinggal 829 

24 Pedagang lkan/ayam Potong 40 
-

25 Pedagang Kaki Lima 39 
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26 Pedagang Pengumpul/ Gosir 5 

Buah dan Sayur Mayur 

27 Grosir lkan/Ayam Potong/ 5 

Hewan Ternak 

28 Limbah lndustri 0 

29 Sampah lndustri Kecil 0 

30 Rumah Sakit Pemerintah 1 

31 Rumah Sakit Swasta 1 

32. Penempatan satu Unit 15 

Kontainer Di Kampung 

33 Tambal Ban 0 

34 Kendaraan Penumpang Barang 62 

a. Kendaraan Roda 6-10 

b. Kendaraan Roda4 

c. Stasiun Poll L300 

35 Pedagang Buah Buahan 37 

36 Jualan Sayur 364 

Sumber: Dmas Lmgkungan H1dup. 2017 

Berdasarkan tabel diatas kelompok sasaran dari implementasi kebijakan ini 

adalah wajib yang retribusi yang disebutkan didalam Qanun Kabupaten Aceh 

Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Retribusi daerah, terdapat 37 buah jenis 

Wajib retribusi yang dipungut retribusi pelayan persampahan. Dengan melihat 

tabel tersebut masih banyak caJon caJon wajib retrbusi yang belum di rangkul, 

seperti perumahan tempat tinggal yang hanya herjumlah 829 rumah tern pat tingga\ 

saja di Kabupaten Aceh Tengah 

2. Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan 

Retribsusi Persampahan/Kebersihan 
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Berdasarkan basil wawancara serta diskusi dengan Bapak Kepala Dinas 

Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah, Bapak Kepala Bidang Pengelolaan 

sampahdan Peningkatan Kualitas Lingkungan serta berbagai pihak yang terkait, 

tergambar faktor-faktor pendukung dan penghambat kebijakan implementasi 

kebijakan retribusi persampahanfkebersihan di Kabupaten Aceh Tengah sebagai 

berikut: 

a. Pendukung lmplernentasi Kebijakan Retribusi Persampahan I 

Kebersihan 

Beberapa faktor yang mendukung implementasi kebijakan yang di di 

antaranya dapat dijadikan sebagai kekuatan dalam melaksanakan kebijakan 

retribusi persampahan/kebersihan adalah sebagai berikut: 

1) Komunikasi 

Komunikasi kebijakan diperlukan untuk menjamin sekaligus penjabaran 

pelaksanaan kebijakan kedalam praktek sehingga antara pelaksana dari level atas 

sampai para pelaksana dilapangan termasuk anggota masyarakat yang menjadi 

objek serta subjek kebijakan dapat memahami substansi kebijakan sehingga akan 

lebih mudah implementasinya. Adanya komunikasi kebijakan secara efektif 

diharapkan dapat menjamin pelaksanaan kebijakan juga menjadi efektif. Karena 

dengan komunikasi yang baik akan melahirkan pemahaman yang sama antara 

para perumus kebijakan, pelaksanan dari target kebijakan. 

Davis memberi batasan bahwa komunikasi adalah proses penyampaian 

informasi dari seorang kepada orang lain. Dari pemahaman ini komunikasi 

merupakan proses penyampaian pesan dari seorang kepada orang lain, yang pada 

akhimya akan berpengaruh terhadap pola pikir, sikap dan perilaku seorang. 
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Implementasi kebijakan retribusi kebersihan ini melibatkan berbagai unsur baik 

dari pemerintah maupun unsur masyarakat. Agar adanya sinkronisasi sangat 

diperlukan komunikasi baik secara internal maupun ekstemal. Terlebih jika 

dipahami bahwa bahasa komunikasi antara masing masing pihak sangat berbeda 

sekali. Padahal menurut Wilbur Scramm (sebagaimana dikutip dalam Effendy 

,1992;13) bahwa komunikasi itu akan berhasil apabila pesan yang disampaikan 

komunikator cocok dengan kerangka acuan (frame of reference) yaitu paduan 

pengalaman dan pengertian (collection of experience and meaning) yang pemah 

diperoleh. 

Pacta kegiatan pemungutan retribusi persampahanlkebersihan di Kabupaten 

Aceh Tengah dari sisi komunikasi antara petugas dan wajib retribusi sangat besar 

pengaruhnya, masyarakat sering tidak menyadari akan pentingnya maksud dan 

tujuan dari pemungutan retribusi kebersihan tersebut. Berikut hasil wawancara 

dengan salah seorang masyarakat yang bukan meupakan wajib retribusi Bapak Yr 

Penduduk Desa Kute Lot Kecamatan Kebayakan: 

....... Kami merasa berkeberatan membayar retribusi kebersihan sebab 
kami sama sekali tidak pemah menerima pelayanan persampahan sama 
sekali, di lingkungan kami masyarakat yang langsung membersihkan 
lingkungan, jadi lingkungan tidak akan bersih jika masyarakat tidak 
membersihkan lingkungannya. Jadi apa yang di bayar .. ( wawancara, 02 
Maret 2018) 

Berdasarkan pemyataan Bapak Y r terse but dapat disimpulkan bahwa j ika 

persoalan kebersihan diselesaikan oleh pemerintah atau pihak yang bertanggung 

jawab atas pengelolaan kebersihan, maka pada dasarnya warga masyarakat tidak 

berkeberatan untuk membayar retribusi, sesuai dengan yang dibebankan kepada 

mereka berdasarkan ketetapan yang berlaku. 
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Kesalahan pemahaman masyarakat seperti itu antara lain di sebabkan oleh 

masih kurangnya penyampaian infonnasi mengenai Qanun Kabupaten Aceh 

Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Retribusi Daerah itu kepada seluruh lapisan 

masyarakat Kabupaten Aceh Tengah. Seharusnya dengan semakin 

berkembangnya teknologi dan infonnasi serta media sebagai alat komunikasi, 

penyampaian informasi menjadi mudah dan dan sudah tidak menjadl kendala lagi. 

Kata kuncinya adalah kemauan para pelaksana dalam memberikan berbagai 

informasi sebagai pencerahan kepada masyarakat apakah dilakukan atau tidak. 

Dalam pelaksanaan implementasi kebijakan pelayanan retribusi 

persampahan!kebersihan, pelaksanaan sosialisasi retribusi persampahan/ 

kebersihan atau penyampaian infonnasi kepada masyarakat belum pernah 

dilaksanakan sehinggan masyarakat benar-benar belum mengerti tentang retribusi 

persampahan/kebersihan. 

Lain sisi, lmplementasi kebijakan publik merupakan tindakan yang 

dilaksanakan oleh para individu, kelompok masyarakat dan swasta, yang 

diarahkan pada pencapaian tujuan dan sasaran, yang menjadi prioritas dalam 

keputusan kebijakan. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa implementasi 

kebijakan meliputi semua tindakan yang berlangsung antara pernyataan atau 

perumusan kebijakan dan dampak aktualnya. Keberhasilan implementasi 

kebijakan ditentukan oleh antara lain, kemampuan para pihak dalam 

meneijemahkan sisi dari kebijakan. Pelaksanaan kebijakan retribusi juga 

ditentukan oleh sejauhmana kebijakan retribusi itu dipahami oleh aparat yang 

melaksanakan kebijakan itu. Tennasuk dalam hal ini adalah kemampuan para 
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aparat dalam merumuskan tindakan-tindakan aksi dalam rangka mewujudkan 

implementasi kebijakan retribusi. 

Untuk memperkuat pemahaman publik atau para pihak terhadap 

pelaksanaan kebijakan diperlukan penyiapan sumberdaya manusia pelaksana. 

Biasanya hal ini dilakukan melalui pelatihan, sosialisasi atau workshop untuk 

memastikan bahwa kebijakan itu telah dipahami isinya sebelum dilaksanakan. 

Kemampuan memahami atau rnenerjemahkan kebijakan retribusi Kabupaten Aceh 

Tengah, berbeda antara pemerintah selaku pelaksana dengan masyarakat selaku 

objek retribusi dan sekaligus sasaran dari kebijakan itu. Di tingkat aparat, belum 

semua pihak yang terkait mampu memahami kebijakan retribusi, pada tingkat 

pelaksana lapangan, tidak memahami kebijakan retribusi, yang mereka ketahui 

adalah hanya besaran pungutan, tetapi yang terkait dengan kewajiban yang harus 

dilakukan sehubungann dengan penarikan retribusi itu belum dipahami secara 

mendalam. Hal ini dapat disimak dari pernyataan Bapak As Petugas Pemungut 

Retribusi pada Dinas Lingkungan Hidup berikut ini: 

..... kami mengetahui besaran pungutan retribusi persampahan/ 
kebersihan yang ditarik dari para pembayar retribusi berdasarkan yang 
tertera di karcis retribusi, tetapi kami tidak tau dan tidak pemah 
membaca Qanun atau peraturan daerah yang mengatur tentang retribusi 
tersebut. ( wawancara, 06 Maret 20 18) 

Berdasarkan pemyataan Bapak As di atas mengandung arti bahwa 

kebijakannya saja tidak diketahui, ketentuan secara keseluruhan tidak pernah 

membacanya., apalagi menginterpretasikan dalam pelaksanaan. Memang, tidak 

semuanya harus menguasai substansi lSI kebijakan dari retribusi 

persampahanlkebersihan, tetapi bagi petugas pemungut retribusi pengetahuan 

tentang retribusi persampahan/ kebersihan adalah suatu pemahaman yang harus 
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diketahui, sebab dengan mengetahui isi kebijakan maka akan memudahkan dalam 

melaksanakan pemungutan serta akan merasa siap dan mampu menjelaskan 

kepada masyarakat luas jika ada dari unsur masyarakat yang membayar atau 

sekedar ingin tahu baik tentang retribusi kebersihan maupun dasar hukum dalam 

melaksanakan pemungutan retribusi persampahan/kebersihan sehingga tidak akan 

ada dugaan pungutan liar terhadap masyarakat. 

Dari pemahaman masyarakat mereka hanya mau membayar iuran retribusi 

persampahan/kebersihan setiap bulan jikalau pemungut sampah secara teratur dan 

konsisten mengambil sampah dari lingkungan mereka, yang dibayar masyarakat 

adalah pelayanan jasa kebersihan itu sendiri, karena pengertian retribusi itu adalah 

sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah (Erly 

Suandy,2001; 144). Hal ini dapat disimak dari pernyataan informan lbu Rh, 

Penduduk Kampung Kemili Kecamatan Bebesen sebagai berikut: 

. . ... kami sebenamya sangat ingin terus menggunakan jasa 
pengangkut sampah, tapi sampah diangkut tidak tentu, kadang tiap hari 
diangkut, kadang dua hari sekali, pernah sampah diangkut setelah lima 
hari, coba bapak bayangkan, sampah menjadi bau, dan setelah 
diangkutpun sampah menjadi berserakan dan ditinggalkan, kan lebih 
baik membuang sendiri ke kontainer. (wawancara, 05 Maret 2018) 

Berdasarkan penjelasan Ibu Rh diatas memberikan keterangan bahwa 

pemahaman masyarakat tentang retribusi persampahanlkebersihan sudah tepat, 

hanya pemahaman aparat pelaksana petugas kebersihan belum memadai tentang 

pelayanan kebersihan dengan maksimal kepada masyarakat Kabupaten Aceh 

Tengah. 

Ditinjau dari variable-variabel Faktor komunikasi yang terdiri dari 

transmisi yaitu penyaluran komunikasi, dalam hal ini, proses transmisi dilakukan 

melalui kepala Dinas lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah langsung kepada 
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para petugas, seperti diungkapkan oleh Kepala Bidang pengelolaan Sampah dan 
' 

peningkatan kualitas lingki.mgan hidup. Bapak IK sebagai berikut 

..... Untuk petugas baru kita selalu memberikan araban tent~ng tata cara 
pemungutan ataupun pelaksanaan kebersihan lingkungan secara Jangsung, 
karena petugas yang ditugaskan sebagai petugas kebersihan dan petugas 
pemungut retribusi seluruhnya merupakan pegawai honorer, dan hampir 
semua juga tidak menguasai permasalahan tentang maksud dan tujuan 
retribusi, mereka langsung ditugaskan sengan masyarakat meskipun 
pengetahuan mereka dan pengalaman mereka yang masih sangat rendah. 
(Wawancara, 3 Maret 20 18). 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa proses 

transmisi tidak melalui banyak tingkatan birokrasi yang dapat menyebabkan 

terdistorsi ditengahjalan. 

Yang kedua dari proses komunikasi adalah kejelasan, infonnasi yang 

diterima oleh pelaksana kebijakan harus jelas dan tidak membingungkan, 

berdasarkan penuturan Bapak Zn petugas pemungut retribusi Pasar Pagi Paya 

Jiang 

...... Kita yang hadir mendengarkan arahan mengerti apa yang 
disampaikan oleh pak kepala, dan apa yang kurang juga langsung kita 
tanyakan kembali pak. Karena ini juga sudah tugas sehari hari. 

(wawancara, 6 maret 2018) 
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Zn selaku petugas pemungut 

retribusi bahwa informasi yang disampaikan oleh Kepala Dinas Lingkungan 

Hidup Kabupaten Aceh tengah kepada para petugas sangat jelas., sehingga mereka 

mengerti apa yang harus di!akukan. 

2) Resources 

Aspek implementasi kebijakan berikutnya adalah faktor alokasi 

sumberdaya maupun finansial secara proporsional untuk mendukung pelaksanaan 

kebijakan. Maksudnya adalah dalam elemen ini yang dianggap paling penting 

dalam proses implementasi kebijakan publik adalah terletak pada bagaimana 
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sumber-sumber yang ada dapat dialokasikan dan didistribusikan secara meratadan 

diperuntukkan sesuai dengan keperluannya. Namun yang sering terjadi adalah 

proses penggunaan dana yang tidak sesuai dengan kepentingan dan keperluan, 

sebagai contoh adalah sering terjadi bahwa dana yang diberikan oleh pemerintah 

daerah pacta masyarakat miskin misalnya, yang nantinya sampai ke tangan 

masyarakat hanya tinggal sepuluh atau duapuluh persen saja dari total dana yang 

dianggarkan, sisanya lebih banyak di salahgunakan dengan berbagai alasan oleh 

para birokrat 

Untuk itu pada penggunaan dana ini kontrol harus dilaksanakan dengan 

ketat karena pada tahap ini seringkali terjadi pelanggaran terutama yang dilakukan 

oleh pelaksana kebijakan dengan korupsi sumber-sumber yang tersedia atas 

sebuah program pembangunan yang merupakan produk kebijakan publik dari 

pemerintah. Aspek aspek yang disebabkan itu merupakan suatu rangkaian yang 

tidak terputus, bahwa kebijakan dibuat ketika dilakukan administrasi ketika 

dibuat Setiap kebijakan yang telah ditetapkan pada saat diimplemetasikan selalu 

didahului oleh penentuan unit pelaksana, yaitu jajaran birokrasi publik mulai dari 

birokrasi yang paling rendah sampai yang tertinggi atau top leader, membangun 

koordinasi internal maupun koordinasi ektemal. Dalam pelaksanaan kebijakan, 

dukungan sumberdaya, anggaran dan termasuk SDM sangat menentukan. Tanpa 

dukungan sumberdaya sulit untuk diharapkan dapat terlaksana dengan baik. 

Dalam pelaksanaan kebijakan retribusi kebersihan, dukungan pendanaan untuk 

menunjang operasional belum maksimal . akibatnya, pelaksanaan pelayanan 

kebersihan belum berjalan dengan baik, hal ini dipertegas oleh wawancara dengan 

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Bapak Zk sebagai berikut: 
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...... Kami masih kesulitan untuk memaksimalkan pelayanan 
kebersihan karena terbatasnya anggaran, keterbatasan anggaran 
mengakibatkan biaya operasional sehari hari pun menjadi sangat 
terbatas, padahal biaya pemeliharaan kendaraan sangat tinggi, belum 
lagi biaya perbaikan jika ada yang rusak. Untuk meningkatkan 
pelayanan dengan sumberdaya yang ada dilakukan secara 
proporsional .... (wawancara, 05 Maret 2018) 

Selain dari masih kurang tersedianya sumberdaya finansial, Kondisi 

pengetahuan pegawai yang melaksanakan fungsinya masih kurang disebabkan 

tidak adanya Jatar belakang pendidikan yang sesuai serta masih kurangnya 

penddidikan dan pelatihan khusus tentang cara-cara memberikan penarikan 

retribusi yang baik maupun pelaksanaan kebersihan. Belum adanya pembinaan 

secara terus menerus dan berkesinambungan kepada petugas juga turut 

mempengaruhi rendahnya pengetahuan aparat pemungut. Dari basil wawancara 

dengan Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Peningkatan Kapasitas 

Lingkungan Hidup pada Dinas lingkungan Hidup sebegai berikut: 

........ Petugas yang ditugaskan sebagai petugas kebersihan dan petugas 
pemungut retribusi seluruhnya merupakan pegawai honor, dan hampir 
dari seluruhnya juga tidak. menguasai permasalahan tentang maksud 
dan tujuan dari retribusi kebersihan, mereka ditugaskan langsung 
dengan masyarakat meskipun pengetahuan dan pengalaman yang 
masih sangat rendah (wawancara,03 Maret 2018). 

Pengetahuan pegawai yang masih rendah pada Dinas Lingkungan hidup 

berdasarkan pengamatan dilapangan dapat disiasati dengan memberikan 

pelayanan yang ramah-tamah dan transparan oleh para petugas kebersihan dan 

petugas pemungut retribusi, sehingga memberikan kepuasan tersendiri kepada 

masyarakat terhadap pelayanan Dinas Lingkungan H idup. 

Selain sumber daya manusia yaitu para petugas pemungut dan petugas 

kebersihan yang dari sisi kualitas masih belum memadai, dukungan anggaran 
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untuk memaksimalkan pelayanan kebersihan juga masih rendah, ini dapat dilihat 

dari masih rendahnya upah yang diterima oleh para petugas kebersihan, sehingga 

untuk menjamin terlaksananya kebersihan masih kurang karena pengelolaan yang 

belum optimal dari sisi aparat anggota masyarakat masih enggan atau setengah 

hati dalam membayar maupun menggunakan jasa retribusi 

persampahan/kebersihan. 

Berdasarkan tabel 4.10 tentang Upah petugas kebersihan diatas dapat 

dilihat bahwa upah para petugas kebersihan masih sangat jauh dari upah minimun 

regional Aceh yang mencapai 2,5 juta perbulan, bahkan upah tertinggi yang 

diterima oleh sopir truk yaitu I ,2 juta/Bulan tidak mencapai 50% dari UMR 

terse but. 

Dari sisi Faktor dukungan sumber daya manusia, para pelaksana di 

pemerintahan memiliki kesempatan luas untuk menyusun perencanaan yang baik 

untuk memastikan bahwa peningkatan dalam mengelola kebersihan dan program 

lingkungan dan menjadi kekuatan bagi terlaksananya kebijakan retribusi dengan 

baik, seperti yang diungkapkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Bapak Zk melalui 

wawancara bahwa : 

Sumberdaya yang ada pacta Dinas Lingkungan hidup terutama untuk 

pelaksanaan kebersihan dari segi kuantitas sudah mencukupi namun dari 
segi kualitas masih sangat kurang ... (Wawancara, 05 Maret 2018) 

Hal senada juga diungkapkan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Sampah 

dan peningkatan Kualitas Hidup Dinas lingkungan Hidup Kabupaten Aceh 

Tengah Bapak IK tentang banyaknya sumberdaya manusia yang tersedia di Dinas 

Lingkungan hidup dalam mengelolan kebersihan lingkungan dan pelaksanaan 

retribusi persampahan/kebersihan,ia mengunkapkan bahwa: 
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....... inilah kekuatan kami, sumber daya man usia dalam mengelola 
kebersihan sangat banyak, hampir 300 orang petugas saja belum Jagi 
petugas administrasi, dari berbagai latar belakang pendidikan, umunya 
pendidikan mereka adalah SLTA sederajat dan sumberdaya manusia 
dikelompokkan dalam berbagai tugas dan tanggung jawab.(Wawancara, 03 
Maret 2018) 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak ikhsan tersebut didapat 

bahwa Sumberdaya manusia yang banyak, lebih dari 297 tenaga kerja yang terdiri 

dari supir, tenaga pemungut retribusi dan tenaga penyapu, menjadi modal utama 

untuk mendorong terwujudnya pelayanan kebersihan secara maksimal sekaligus 

sebagai kekuatan dasar dalam meningkatkan mutu pelayanan serta mengelola 

pungutan retribusi dari sektor persampahanlkebersihan 

3) Disposisi 

Dinas Lingkungan hidup dalam hal ini mempunyai tugas mernberikan 

pelayanan kebersihan kepada masyarakat . sikap aparatur birokrasi dalam proses 

pelayanan umum belum maksimal dimana proses pelayanan dikatakan dengan 

baik menurut supranto. J (1999:39) adalah apabila penyedia jasa memberikan 

pelayanan yang melebihi harapan pelanggan dan mutu disebut proses pelayan 

yang berjalam dengan baik. Jika penyedia jasa memberikan pelayanan yang 

setara dengan harapan pelanggan, sebaiknya dikatakan jelek jika memperoleleh 

pelayanan yang Jebih rendah dari harapan maka pelayanan berarti sangat buruk. 

Sikap aparat dalam proses pelayanan yang menurut LAN antara lain 

mengandung unsur kemudahan, kelancaran, kenyamanan, keamanan, ketepatan, 

kepastian hukum, dan keadilan. Pelaksanaan umum yang diberikan Dinas 

Lingkungan Hidup secara umum belum berjalan dengan baik, hal ini dikarenakan 

sikap aparat yang belum menyadari sebagai pelayan masyarakat dan cenderung 
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bersifat arogan serta berorientasi pada pejabat atasan, keadaan ini telah 

mengakibatkan kelambanan dalam proses pelayanan karena aparat yang 

cenderung memenuhi tuntutan target melalui laporan~laporan fonnal kepada 

atasan, sehingga pertimbangan terhadap kepetingan masyarakat menjadi 

dikesampingkan. Menurut Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Peningkatan 

Kualitas Hidup Bapak IK : 

..... Setiap bulan kami selalu ditanyai tentang realisasi dari target yang 
telah ditetapkan, sehingga kami tentu akan terlebih dahulu 
memikirkan beban yang telah diberikan kepada kami selaku pemungut 
retribusi persampahanlkebersihan, berhasil atau tidaknya tergantung 
kepada realisasi yang kami capai" ( Wawancara, 03 Maret 2018) 

Berdasarkan penuturan Bapak IK tersebut dapat diambil kesimpulan 

bahwa bagus tidaknya kinerja Dinas Lingkungan Hidup bergantung kepada 

jumlah realisasi yang dicapai. Hal ini sesuai dengan persepsi birokrasi (aparat) 

terhadap proses pelayanan kepada masyarakat terbatas pada pemahaman yang 

nonnative tentang proses tersebut, yang lebih cenderung menunjukkan 

pemahaman yang kaku dan berorientasi pada tugas pencapaian target seperti yang 

dikemukan hidayat dan Sucherly (1986" 87-88 ) yang mengemukakan bahwa 

Pada umunya organisasi pemerintahan sering menghadapi tiga masalah yang 

meliputi kurang efektif, efisien, dan mutu pelayanan yang masih kurang Budaya 

yang berorientasi kepada pencapaian target merupakan salah satu ciri organisasi 

birokrasi. Ciri lainnya adalah adanya budaya peran artinya semua pekerjaan 

dilakukan secara rutin, teratur sistematik, selain itu kekuatan dan kewenangan 

yang disalurkan melalui peraturan dan prosedur . kombinasi budaya yang 

berorientasi kepada target dan peran tersebut membentuk suatu sikap pandang 
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yang rnengacu kepada kegiatan (activity) dan pertanggungjawabkan 

(accountability). Kelemahan dari kedua sikap terse but adalah porsi yang sesuai. 

Berdasarkan pendapat di atas, terungkap bahwa sikap pandang dan praktek 

Pemerintah Kabupaten yang kurang mengacu kepada basil (result oriented), serta 

budaya yang counter productive telah menjadi faktor penyebab rendahnya mutu 

pelayanan yang diberikan oleh birokrasi pemerintah. Untuk mengatasi budaya 

tersebut sikap pandang yang terlalu berorientasi pacta kegiatan dan 

pertanggungjawaban perlu dikombinasikan dengan orientasi basil yang sesuai 

dengan kebutuhan masyarakat. 

Proses pelayanan dipandang sebagai kegiatan rutin, sebagaimana lembaga

lembaga teknis melaksanakan tugasnya. Dalam konteks pemahaman seperti ini 

proses pelayanan selalu diartikan sebagai kegiatan yang jika ia mendapat 

justifikasi dalam kewenangan pemerintah. Pemahaman seperti ini sangat kuat 

terlihat dalam pengamatan dan wawancara penulsi pada Dinas Lingkungan hidup. 

Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah hanya berorentasi kepada 

peningkatan target setiap tahunnya, tetapi upaya untuk meningkatkan pelayanan 

belum ada upaya yang dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan kepada 

masyarakat. Hal seperti ini mengakibatkan tidak efektifnya pelaksanaan retribusi. 

Sebab masyarakat hanya mau membayar dan menggunakan jasa retribusi 

persampahan/kebersihan jika pelayanan yang diberikan juga baik, apalagi jika 

pelaksanaan pungutan itu tidak bersifat memaksa, dan tidak ada pemberian sanksi 

jika warga melakukan pelanggaran terhadapat retribusi daerah. 

Faktor yang mendukung sekaligus sebagai kekuatan dalam pelaksanaan 

kebijakan retribusi kebersihan dari sisi disposisi adalah sebagai keinginan para 
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pembuat kebijakan yang tinggi, kemauan politik dalam bentuk komitmen 

pimpinan daerah mengenai pengelolaan persampahan menjadi kata kunci utama 

untuk mewujudkan pelaksanaan kebjakan retribusi persampahanlkebersihan. 

Untuk mewujudkan pelaksanaan kebijakan seperti membangun system 

pelayanan kebersihan yang berkualitas maupun upaya peningkatan penerimaan 

dari reribusi kebersihan, di perlukan ketegasan dan komitmen pimpinan dalam 

melaksanakannya secara konsisten dan berkesinambungan, tanpa ketegasan, 

komitmen dan ke sungguhan pimpinan Jokal khususnya pimpinan SKPD terkait, 

serta pemegang hak eksekusi terhadap anggaran seperti Dewan Perwakilan 

Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tengah sangat berpengaruh, dukungan 

anggotan DPRK juga sangat menentukan, hal ini terkait dengan disposisi aparat 

dalam memahami arti penting dari kebijakan itu sendiri (Edward III) Pemerintah 

Kabupaten Aceh Tengah memiliki keinginan kuat untuk melaksanakan kebijakan 

ini dengan baik meskipun dalam pelaksanaannya masih sering ditemukan banyak 

kekurangan, sebagaimana diungkapkan kepala Dinas Lingkungan Hidup 

Kabupaten Aceh Tengah Bapak Zk bahwa: 

..... Dukungan dari DPRK sangat baik, salah satunya adalah dengan 
disahk.annnya Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2010 
tentang retribusi Daerah yang memuat pengaturan pemungutan retribusi 
persampahanlkebersihan, serta pengesahan anggaran bagi kegiatan 
pengelolaan sampah setiap tahunnya.(Wawancara, 5 Maret 2018) 

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Kepala Dinas Lingkungan Hidup, 

dukungan Anggota DPRK dalam merumuskan kebijakan pelaksanaan retribusi 

persampahan dengan disahkannya Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 

Tahun 2010 tentang Retribusi Daerah yang salah satunya adalah mengatur tentang 

retribusi Persampahanlkebersihan 
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4) Struktur Organisasi 

Untuk menjalankan suatu kebijakan, diperlukan pengorganisasian yang 

mantap dan dengan memperhatikan seluruh dukungan sumber daya tennasuk 

dukungan dukungan non materi yang dapat mendukung atau sekaligus bisa 

menghambat pelaksanaan kebijakan itu. Pelaksanaan kebijakan yang baik, 

biasanya perlu dilakukan oleh tim pelaksana yang dipersiapkan secara khusus. jika 

hal ini terkait dengan aktivitas secara berkelanjutan maka diperlukan 

pembentukan tim kerja pennanen atau kelembagaan baru untuk menjamin 

terlaksananya kegiatan terkait kebijakan itu 

Menurut Lineberry, muchsin,dkk, (2002: I 02) untuk mengimplementasikan 

kebijakan secara baik diperlukan suatu pengorganisasian yang baik, tennasuk 

dalam hal ini adalah pembentukan unit organisasi dan staf pelaksana elemen ini 

ada\ah bagian yang harus dilakukan paling awal dalam kegiatan implementasi 

kebijakan publik. Sebab tanpa adanya penentuan yang jelas terlebih dahulu atas 

unit organisasi pelaksana dari implementasi kebijakan pub\ik ini maka proses 

implementasi kebijakan publik tidak akan dapat dijalankan. Sebuah poduk 

kebijakan baru dapat diterapkan dengan baik keetika telah ada kepastian akan 

im;titusi atau organisasi yang ditunjuk untuk melaksanakan kebijakan publik 

tersebut 

Pembentukan organisasi di maksud tidak berarti harus membentuk 

organisasi baru. Tetapi yang dimaksud adalah memberdayakan organisasi yang 

ada. Untuk dapat memberdayakan organiasasi yang ada, selain memerlukan 

kemampuan dan pemahaman yang mendalam, juga perlu adanyajaringan melalui 

pembentukan koordinasi pelaksanaan kegiatan secara tepat. Meurut Lineberry 
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dalam Muchsin dkk( 2002: I 02) koordinasi mencakup berbagai sumber dan 

pengeluaran serta pembagian tugas antar lembaga yang ada. Elemen ini lebih 

menitikberatkan pacta proses teknis yang akan berlangsung selama berjalannya 

proses implementasi kebijakan publik. 

Hal ini sejalan dengan pandangan Lineberry (sebagaimana yang dikutip 

dalam Muchsin dkk, 2002; 1 02) bahwa keberhasilan proses implementasi 

kebijakan ditentukan oleh kemampuan aparat dalam menjabarkan tujuan 

kebijakan kedalam berbagai aturan pelaksana (standard operating procedures 

/SOP) serta koorddinasi berbagai sumber dan pengeluaran kepada kelompok 

sasaran, pembagian tugas didalam dan diantara dinas pelaksana seta 

pengalokasian sumber-sumber untuk mencapai tujuan. Satu dari empat elemen 

menurut Lineberry sebagai faktor penentu implementasi kebijakan dalam kaitan 

pemahaman dan intepretasi atas peraturan itu adalah terkait kemampuan 

merumuskan dan menetapkan standar operasional dan prosedur. Konsep ini 

dikenal dengan istilah petunjuk pelaksana Quklak) dan petunjuk teknis Quknis). 

SOP ini adalah merupakan panduan bagi unit organisasi yang ada dalam 

melakukan kegiatan implementasi kebijakan publik yang sedang dijalankan. 

Pelaksana kegiatan tidak boleh menyimpang dari SOP yang ada, sebab bila 

pelaksana menjalankan aktivitasnya menyimpang dari SOP yang ada maka besar 

kemungkinan tujuan yang ingin dicapai dari sebuah produk kebijakan tidak akan 

tercapai. 

Dalam pelaksanaan kebijakan retribusi persampahanlkebersihan, belum 

ada standar operasional prosedur sebagai pegangan bagi aparat pemungut retribusi 

dan sekaligus menjadi rambu-rambu yang harus dipatuhi oleh masyarakat sebagai 
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wajib retribusi dan pembayar retribusi, dan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah 

selaku pemberi pelayanan kebersihan Sebagaimana diungkapkan Bapak Zk 

selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah 

...... Dalam pelaksanaanya tidak ada SOP yang untuk mengatur 

pemungutan retribusi Persampahan/kebersihan, SOP yang ada baru 
tentang pembuangan sampah dari TPS ke TPA,sementara untuk SOP 
pemungutan retribusi kita belum ada. (Wawancara, 05 Maret 20 18) 

Berdasarkan basil wawancara dengan Bapak Kepala Dinas Lingkungan 

Hidup dapat diketahui bahwa dalam melaksanakan pemungutan retribusi 

Persampahan/kebersihan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah tidak 

memiliki standar operasioanl prosedur sebagai bahan acuan dalam melaksanakan 

kegiatan pemungutan, SOP yang ada baru untuk pembuangan sampah. 

Sifat kedua dari pengorganisasian menurut Edward Ill dalam pelaksanaan 

kebijakan adalah fragmentasi atau penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan 

kepada beberapa badan atau pihak yang berbeda. Dalam pelaksanaannya 

sebagaimana diungkapkan Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan peningkatan 

kualitas Lingkungan Hidup Bapak lk bahwa: 

...... Dalam melaksanakan pemungutan retribusi maupun pelaksanaan 

kebersihan lingkungan mereka dibagi berdasarkan wilayah kerja, 
sehingga mereka bekerja dan bertanggung jawab di masing masing 
wilayah kerja mereka. (wawancara, 03 Maret 2018) 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diketahui bahwa masing masing 

petugas diberikan tanggung jawab terhadap wilayah kerja masing masing, 

sehingga memerlukan koordinasi. Dengan tingkat koordinasi yang kecil maka 

semakin besar peluang keberhasilan implementasi kebijakan, pembagian wilayah 

kerja juga diungkapkan oleh lbu Ita, petugas kebersihan Dinas Lingkungan Hidup 
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Kita bekerja dibagi atas wilayah wilayah tertentu dalam 
melaksanakan pekerjaan, sehingga setiap pegawai mendapat tanggung 

jawa masing masing. (wawancara, 7 maret 2018) 

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Bapak Rw, petugas pemungut 

retribusi 

Kami dibagi berdasarkan wilayah kerja pak, kalau saya wilayah 

pemungutan adalah desa Slang Kolak II, dan setiap orang mendapat 
tanggungjawab masing masing. (wawancara. 07 Maret 2018) 

Berdasarkan wawancara lbu Ita selaku petugas kebersihan serta Bapak 

Ridwan selaku Petugas Pemungut bahwa pembagian kerja tidak hanya 

dilaksanakan pada satu pekerjaan saja, tetapi tugas pemungutan dan tugas 

kebersihan dilakukan pembagian wilayah kerja dalam upaya meningkatkan 

kualitas dan tanggung jawab pekerjaan 

b. Penghambat Impelementasi Kebijakan Retibusi Persampahanl 

Kebersihan 

Keberhasilan pelaksanaan kebijakan selain ditentukan oleh adanya faktor 

pendukung yang memadai , juga dipengaruhi faktor-faktor penghambat yang 

harus dan perlu diatasi agar pelaksanaaan kebijakan retribusi 

persampahan/kebersihan dapat berjalam dengan baik. Beberapa faktor 

penghambat implementasi kebijakan retribusi persampahan/kebersihan di 

Kabupaten Aceh Tengah yang sekaligus sebagai kelemahan diantaranya adalah 

sebagai berikut: 

I) Kepentingan 
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Adanya kepentingan dari pihak lain yang mengharapkan tidak 

terlaksananya kebijakan ini. sepeti yang diungkapkan o\eh Kepala Bidang 

Pengelolaan Sampah dan Peningkatan kua\itas hidup Bapak lk 

..... Pengelolaan Retribusi pacta tahun 2013 itu diserahkan pacta pihak 
ketiga, jadi semacam ada perjanjian kerja antara pemerintah dan pengelola 
dalam memungut retribusi, dan yang terjadi adalah penurunan penerimaan, 
sehingga tahun 2014 kita ambil alih kern bali. (wawancara, 3 Maret 20 18) 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak lk disebutkan bahwa 

pengelolaan retribusi kebersihan ini pacta tahun 2013 di kontrakkan pada pihak ke 

tiga, namun penerimaan justru menurun dibandingkan tahun sebelumnya, 

sehingga pengelolaan reribusi diambil alih kembali oleh Dinas Lingkungan 

Hidup Kabupaten Aceh Tengah. Dengan pengelolaan diserahkan kepada pihak 

ketiga maka aka ada keuntungan yang didapat oleh pihak ketiga tersebut. 

Penentuan pihak ketiga juga mengandung unsur politik, seperti yang diungkapkan 

Bapak lk bahwa 

...... Untuk pengelolanya, kita sudah diberitahu bahwa pengelolanya 
sudah ditunjuk dari atasan, bukan berdasarkan lelang sehagaimana 
mestinya, intinya kita hanya menyiapkan kontraknya saja. Dan tahun 2018 
ini saja sudah dikontrakkan kembali pengelolaannya kepada pihak 
ketiga(wawancara, 3 Maret 2018). 

Berdasarkan hal tersebut dapat di lihat bahwa ada unsur kepentingan 

dalam pengelolaan retribusi Pe\ayanan persampahan/kebersihan ini, sehingga 

pada tahun 2018 pengelolaannya telah dikontrakkan kembali kepada pihak ketiga, 

dan penunnjukkannya tanpa melalui Jelang sebagaimana mestinya. 

2) Azas Manfaat 

Semakin banyak manfaat yang dihasilkan dari sebuah kebijakan maka 

akan semakin baik pula kebijakan tersebut. Retribusi layanan 

persampahan.kebersihan belum mampu memberikan manfaat yang banyak bagi 
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masyarakat, seperti yang diutarakan oleh Bapak Yn, Penduduk Kampung Kute 

Lot Kecamatan Kebayakan bahwa: 

........ Retribusi sampah ini tidak ada dampak yang diberikan kepada 
kami, jadi kami merasa keberatan membayar retribusi kebersihan sebab 
kami sama sekali tidak pernah menerima pelayanan persampahan sama 
sekali. Dilingkungan kami masyarakat sendiri yang membersihkan 
lingkungan, jadi lingkungan bersih karena masyarakat sendiri yang 
membersihkan , jadi buat apa bayar retribusi, kalau urusan sampah masih 
menjadi tanggungjawab sendiri (wawancara, 02 Maret 2018) 

Berdasarkan penuturan Bapak Yn tesebut bahwa masyarakat belum 

merasakan manfaat dari retribusi persampahanlkebersihan, padahal retribusi 

dibayarkan karena atas jasa yang diberikan kepada pemakainya. Dalam hal ini 

adalah tanggungjawan kerbersihan yang dilakukan oleh pemerintah temyata tidak 

ada manfaat yang dirasakan penduduk sehingga masyarakat keberatan membayar 

retribusi tersebut. 

3) Budaya 

Aspek lain yang menghambat dalam implementasi kebijakan adalah 

perubahan perilaku kelompok sasaran atau masyarakat. Maksudnya, sebelum 

implementasi kebijakan kelompok sasaran atau masyarakat melakukan sesuatu 

dengan pola implementasi kebijakan terdahulu. Ketika satu kebijakan baru 

diimplementasikan, terjadi perubahan dalam perilaku dan kebiasaan 

masyarakat 

Masalahnya, lebih banyak implementasi kebijakan yang menuntut 

perubahan perilaku, baik sedikit atau banyak, artinya pengambil kebijakan 

seharusnya memilih alternatif kebijakan yang paling kecil menimbulkan 

pengaruh pada perubahan perilaku kelompok sasaran atau masyarakat. 0\eh 
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Darwin (1999) menyatakan bahwa: Dalam hal ini pengambil kebijakan perlu 

menghindari pengambilan kebijakan yang menuntut perubahan perilaku 

terlalu jauh, dan tentunya tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, atau 

pola hidup masyarakat yang sudah turun temurun. 

Perilaku masyarakat umumnya adalah kebiasaan buruk masyarakat 

seperti yang diungkapkan oleh Ibu Wir Petugas Kebersihan bahwa: 

....... Kebiasaan masyarakat yang membuang sampah sembarangan, 

kadang-kadang kita baru siap membersihkan ada lagi yang membuang 

sampah, kadang kadang sampah dibuang dari mobil yang sedang lewat. 
(wawancara, 2 Maret 2018) 

Senada dengan lbu Wir, lbu Rd juga mengungkapkan 

...... Banyak orang yang mebuang sampah tidak pada tempatnya, 
dipinggir jalan, di depan rumahnya ataupun didepandepan toko, jadi 

kelihatan kotor, dan yang disalahkan adalah kita pata petugas.(Wawancara. 
2 Maret 20 18) 

Kebiasaan masyarakat yang suka membuang sampah sembarangan serta 

masih banyak masyarakat yang membuang sampah ke sungai sejak dahulu, tentu 

akan menghambat pengimplementasian kebijakan retribusi persampahan/ 

kebersihan, dengan mengubah prilaku masyarakat yang sedari membuang sampah 

sembarangan, baik kesungai, ke lahan kosong dan tempat tempat lainnya ke 

tempat yang disediakan pemerintah dengan membayar iuran retribusi tentu 

mendapat penolakan dari masyarakat. 

4) Aparat pelaksana 

Kualitas sumber daya manusia relatif masih sangat rendah, baik 

pendidikan maupun komitmen dan keuletan dalam menjalankan tugas sebagai 

petugas. Baik sebagai pemungut retribusi persampahanlkebersihan maupun 
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sebagai petugas kebersihan yang mampu memberikan pelayanan secara baik dan 

berkelanjutan. 

Hal ini diungkapkan oleh Bapak Zk ,Kepala Dinas lingkungan Hidup 

Kabupaten Aceh Tengah bahwa: 

..... Sumberdaya yang ada pada Dinas Lingkungan hidup terutama 
untuk pelaksanaan kebersihan dari segi kuantitas sudah mencukupi namun 
dari segi kualitas masih sangat kurang, banyak pegawai atau tenaga kerja 
yang masih belum memahami tentang tentang retribusi daerah dan 
pelaksanaan kebersihan. Bahkan sebahagian dari mereka langsung 
ditugaskan kelapangan tanpa ada pembekalan. (wawancara, 05 maret 
2018) 

Berdasarkan penyataan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh 

Tengah bahwa kuantitas Pegawai tidak diiringin oleh kualitas pegawai tersebut, 

masih banyak pegawai yang belum memahami urgensi dari retribusi 

persampahan/kebersihan. 

Hal yang sama diungkapkan oleh lbu Rh , penduduk Kampung Kemili 

Kecamatan Bebesen bahwa 

Ini kan masalahnya pelayanan, seharusnya yang memberikan 

pelayanan itu yang bagus kepada masyarakat sehinnga orang senang 
melihatnya, jadi kalau meunurut saya yang harus dirubah suapaya orang 
mau menggunakan pengambil atau pemungut sampah adalah pertama 

perilaku petugas, kedua waktu ngambil sampah seharusnya tiap hari. 
(wawancara, 6 maret 2018) 

Berdasarkan penuturan ibu Rh bahwa masih ada prilaku petugas yang 

harus diperbaiki, sebagai pelayan masyarakat dan memberikan yang terbaik 

kepada masyarakat, para petugas sudah seharusnya memberikankan pelayanan 

yang terbaik kepada msyarakat apapun kondisinya. 

5) Anggaran 
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Ketersediaan sarana dan kuantitas sarana dan prasarana baik secara 

kualitas maupun secara kuantitas masih belum mernadai. Sarana dan prasarana 

yang tersedia masih kurang Jayak dan bahkan banyak yang sudah tidak layak, 

padahal ketersediaan faslitas serta sarana dan prasarana pendukung sangat 

menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan retribusi persampahanl 

kebersihan karena tanpa pemberian pelayanan yang baik, maka masyarakat 

enggan membayar retribusi persampahanlkebersihan. Terutama dalam kaitannya 

dengan perhaikan kualitas pelayanan kebersihan dan penanggulangan sampah. 

Karena keterbatasan sarana dan prasarana ini pula yang mengakibatkan adanya 

hambatan dalam pelaksanaan pekerjaan penanganan sampah di Kabupaten Aceh 

Tengah.hal ini seperti diungkapakan oleh Bapak Zk selaku Kepala Dinas 

Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah 

...... hambatan yang paling utama adalah ketersediaan anggaran dalam 
upaya mendukung kegiatan pengelolaan kebersihan seperti penyedian sarana 
dan prasarana kebersihan, pengelolaan kebersihan lingkungan yang baik 
maka akan menimbulkan dampak terhadap peningkatan penerimaan retribusi 

persampahan.kebersihan. (Wawancara, 5 Maret 2018) 

upah petugas lapangan baik pemungut retribusi maupun petugas 

kebersihan juga masih sangat rendah mengakibatkan para petugas masih 

menjalani dualism pekerjaan, para pekerja banyak yang mencari tambahan 

pengahasilan sembari bekerja sebagai petugas pemungut atau petugas kebersihan. 

Seperti membawa becak bennotor, berjualan di pasar, dan pekerjaan lepas 

lainnya. Akibat dari rendahnya upah pungut terhadap retribusi persampahanl 

kebersihan berdampak pada kurangnya minat para petugas melakukan 

pemungutan secara maksimal. Tidak diberikan insentif selain gaji bulanan juga 

membuat motivasi pegawai sangat rendah, hal ini di karenakan tidak adanya 
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ketersedian anggaran dalam membayarkan insentif yang diterima. Berikut hasil 

wawancara dengan Bapak lk Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan 

Peningkatan Kualitas Lingkungan 

...... tidak ada insentif yang diberikan atas prestasi kerja atau 
apapun itu, mereka hanya diberikan upah bulanan yang diatur dalam 
surat keputusan kepala Dinas, serta surat Keputusan bupati yang 
ditandantangani oleh Bupati. (Wawancara, 3 Maret 2018) 

Berdasasarkan penuturan Bapak Ik tersebut diketahui bahwa tidak ada 

pemberian insentif yang diberikan kepada para petugas pemungut retribusi dan 

para petugas kebersihan lainnya di karenakan tidak tersedianya anggara yang 

memadai pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah 

C. Pembahasao 

I. Implementasi Kebijakan 

Pengelolaan retribusi persampahanlkebersihan Kabupaten Aceh Tengah 

dilaksanakan berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2010 

tentang Retribusi Daerah Kabupaten Aceh Tengah, pelaksanaan retribusi 

persampahan/kebersihan itu sendiri di tanggungjawabi oleh Dinas Lingkungan 

Hidup Kabupaten Aceh Tengah. 

Dengan semakin berkembangnya objek~objek retribusi persampahan/ 

kebersihan seperti meningkatnya perumahan penduduk, semakin berkembangnya 

usaha usaha kecil dan menengah maka semakin tinggi pula potensi penerimaan 

retribusi kebersihan yang mungkin dapat dihasilkan sebagai pendapatan asli 

daerah dari sektor retribusi persampahan/kebersihan. Semakin tinggi pendapatan 

masyarakat semakin tinggi pula potensi penerimaan dari sektor retribusi. 

Untk mewujudkan potensi itu, maka upaya meningkatkan sarana dan 

prasarana pendukung serta dukungan sumberdaya perlu ditingkatkan dalam 
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rangka meningkatkan kualitas pelayanan kebersihan. Sumberdaya yang dimaksud 

adalah SDM dan finansial sebagai modal untuk meningkatkan kinerja pelayan 

kebersihan dalam mewujudkan pemungutan retribusi persampahan/kebersihan 

dalam konteks implementasi kebijakan retribusi persampahanlkebersihan. 

Dukungan sumber daya baik sumberdaya manusia maupun sumber daya finansial 

menjadi kata kunci dalam implementasi kebijakan menurut Edward Ill, sedangkan 

oleh Hagwood dan Gunn ( sebagaimana dikutip oleh Wahab, 2001;71) bahwa 

masalah sumber daya, bukan hanya ketersediaanya melainkan juga perpaduan 

sumber-sumber yang tersedia yang dikelola secara baik untuk menunjang 

pelaksanaan kebijakan itu sendiri. 

Untuk menjamin terlaksananya kebijakan maka perlu perumusan 

kebijakan mengenai SOP dalam menjalankan program dan disosialisasikan 

kepada semua stakeholders tennasuk di dalamnya masyarakat sebagai objek 

sekaligus subjek retribusi pelayanan persampahanlkebersihan. Tanpa adanya SOP 

ini sangat mungkin dapat menjadi kendala bagi implementasi kebijakan baru yang 

membutuhkan cara-cara baru serta pegawai baru untuk melaksanakan kebijakan. 

Upaya mendorong penerimaan dari sektor retribusi khususnya retribusi 

persampahanlkebersihan, selain memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat 

juga harus memperhatikan kondisi di lapangan, tidak hanya di dasarkan pada 

perhitungan penerimaan diatas meja setiap tahun yang sudah tentu tidak sesuai 

dengan fakta dilapangan. Dalam kasus Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, 

penetapan target penerimaan hanya didasarkan pada realisasi tahun sebelumnya 

sebagai dasar menetapkan target kenaikan jumlah persentase penerimaan tanpa 
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melakukan perhitungan keadaan yang terjadi di lapangan, karena itulah maka 

target penerimaan retribusi bel urn sebesar potensi sebenamya. 

Target yang ditetapkan memang meningkat sejak tahun 2012 hingga tahun 

2016, pada tahun 2013 hingga tahun 2014 target yang ditetapkan sebesar 

Rp.665.600.000,- dan pada tahun 2015 dan 2016 meningkat menjadi 

734.380.000,-, jika dibandingkan dengan kontribusi retribusi persampahan/ 

kebersihan masihlah sangat rendah yaitu pada tahun 2012 hanya sebesar 0,45% 

dan pada tahun 2016 hanya sebesar 0,42 % saja. Sebagai Kabupaten penghasil 

kopi terbaik di Indonesia (sumber: http://medium.com), harusnya masih dapat 

meningkatkan target dan realisasi penerimaan dari sektor retribusi persarnpahan/ 

kebersihan ini lebih dari yang sudah dicapai sekarang ini. hal ini membutuhkan 

kernauan politik dari penyelenggara kebijakan seperti eksekutif dan legislative 

serta dukungan seluruh masyarkat. 

Sasaran wajin retribusi harusnya dapat ditingkatkan rnelihat hanya sedikit 

wajib retribusi yang masih dirangkul, untuk dapat meningkatkan jurnlah wajib 

retribusi serta rnemaksimalkan wajib retribusi yang sudah ada Dinas Lingkungan 

Hidup harus rnarnpu rneningkatkan pelayanan sebagai tirnbal balik dari pungutan 

yang dilakukan terhadap wajib retribusi sehingga rnernberikan kepuasan kepada 

wajib retribusi. 

2. Pendukung dan Pengharnbat Implernentasi Kebijakan 

a. Pendukung kebijakan 

Dalarn rnelaksanakan irnplementasi kebijakan retrbusi persampahan/ 

kebersihan di Kabupaten Aceh Tengah didukung oleh beberapa faktor, 

sebagaimana diungkapkan oleh winamo (2002) bahwa faktor-faktor pendukung 
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impelementasi kebijakan adalah komunikasi, disposisi, sumberdaya dan struktur 

organ1sas1. 

Faktor komunikasi dalam pelaksananaan kebijakan retribusi 

persampahan/kebersihan berjalan sudah baik walaupun masih ada kendala 

dilapangan, penjelasan atasan dan penyampaian informasi kepada bawahan sudah 

sangat jelas diterima dan dimengerti oleh para petugas pelaksana kebersihan baik 

petugas pemungut maupun petugas kebersihan lainnya. 

Faktor sumber daya, dinas lingkungan hidup memiliki sumber daya 

manusia yang sangat banyak dalam melaksanakan impelementasi kebijakan 

retribusi persampahan.kebersihan, dengan jumlah 297 pegawai petugas serta 

dengan berbagai latar be\akang pendidikan dan jumlah PNS sebanyak 46 orang 

da nada yang sampai memiliki Jatar belakang pendidikan hingga S3 merupakan 

sebuah keunggulan dalam melaksanakan implementasi kebijakan ini. hal ini 

sebagaimana diungkapkan Edward III bahwa faktor sumberdaya penting yang 

mendukung implementasi kebijakan meliputi staf yang memadai serta keahlian

keahlian yang baik untuk pelaksanaan tugas-tugas mereka. 

Faktor disposisi merupakan faktor pendukung yang sangat berpengaruh 

terhadap pelaksanaan kebijakan, dukungan DPRK sangat berperan terhadap 

pelaksanaan Kebijakan retribusi Persampahan/kebersihan, dimulai dari mensahka 

Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Talmn 20 I 0 tentang Retribusi Daerah 

hingga pengesahan anggaran yang sebahagian besar dengan tujuan pelaksanaan 

kebijakan pengelolaan kebersihan di kabupaten Aceh Tengah. 

Faktor struktur organisasi, Dalam kasus implementasi kebijakan Retribusi 

persampahan!kebersihan di Kabupaten Aceh Tengah petunjuk teknis dan petunjuk 
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wewenang pengeloaan yang menguntungkan bagi pihak ketiga, dan pada Tahun 

2018 telah kembali dikontrakkan kepada pihak ke tiga. 

Kedua, faktor azas manfaat. Suatu kebijakan yang tidak memberikan 

manfaat dan bersentuhan langsung dengan masyarakat seringkali mengalami 

hambatan dan bahkan gaga! dalam pelaksanaannya. Dalam pelaksaannya retribusi 

ini masih sangat kurang memberikan manfaat kepada masyarakat, seperti yang 

diungkapkan oleh beberapa narasumber bahwa mereka tidak mendapatkan 

pelayanan atas jasa kebersihan yang berupa pengumpulan sampah hingga 

pemungutan sampah untuk dibuang ke tempat pembuangan sementara atau 

pembuangan akhir sehingga mereka tidak mau membayar retribusi 

persampahan/kebersihan. 

Ketiga, faktor Budaya, perilaku sebuah masyarakat sangat menentukan 

berhasil atau tidaknya sebuah implementasi kebijakan. Prilaku masyarakat yang 

masih senantiasa membuang sampah sembarangan, seperti ke sungai, ke halaman 

kosong, hingga meletakkan dipinggir jalan. Mengubah prilaku masyarakat yang 

sudah terbiasa membuang sampah sembarangan untuk menjadi lebih tertib dan 

dipungut bayaran tentu bukanlah perkara mudah, membutuhkan waktu dan 

sosialisasi yang sangat panjang sehingga masyarakat betul-betul memahami 

fungsi dari retribusi persampahanlkebersihan sehingga prilaku yang sudah 

membudaya perlahan lahan akan hilang sendiri, namun pada saat ini budaya 

tersebut sangat menghambat dalam pelaksanaan kebijakan retribusi 

persampahan!kebersihan. 

Keempat, dukungan Aparat Pelaksana. Pelaksanaan suatu kebijakan publik 

aka sangat sui it diwujudkan dan mencapai hasil yang maksimal jika tidak cukup 
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dukungan sumberdaya manusia dan dukungan lingkungan kebijakan yang tidak 

kondusif. Karena itu seringkali aparat pelaksana sebagai mesin dalam pelaksanaan 

kebijakan dan finansial sebagai bahan bakar ad lam pelaksanaan kebijakan. 

Kelima dukungan anggaran, ketersediaan SDM tidak akan ada artinya 

tanpa dukungan finansial yang memadai, hal lain adalah pendistribusian potensi 

dan sumberdaya yang ada, faktor ini juga menjadi faktor penentu dalam 

menunjang implementasi suatu kebijakan publikyang efektif. Penyebab dari 

gagalnya implementasi suatu kebijakan publik juga ditentukan oleh aspek 

pembagian potensi yang ada diantara para pelaku yang terlibat dalam 

implementasi, hal ini berkaitan dengan pembagian pekerjaan, pembagian alokasi 

anggaran. 

Dalam konteks membangun keadilan distribusi sumberdaya ini, seorang 

pimpinan organisasi wajib memahami dan mengetahui jenis jenis pekerjaan 

menurut spessifikasinya. Dalam setiap organisasi terdapat struktur atau bagian 

pelaksana yang dapat menimbulkan masalah-masalah apabila pembagian 

wewenang dan tanggung jawab kurang disesuaikan dengan pembagian tugas, 

alokasi sumberdaya serta pembatasan-pembatasan yang kurang jelas (Sunggono, 

1994:149-153) 

Dalam kasus implementasi kebijakan retribusi persampahan di Kabupaten 

Aceh Tengah, anggaran yang disediakan masihlah sangat kurang, ini dapat terlihat 

dari jumlah honorarium petugas kebersihan/pemungut yang masih sangat rendah, 

biaya operasional kendaraan yang sangat terbatas, perlu perbaikan system 

penggajian dari para pekerja kebersihan, jika tidak dipenuhi maka akan sangat 

mengancam pelaksanaan penanggulangan sampah, resiko pekerjaan yang sangat 
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berat dan sangat rentan terkena penyakit sehingga sangat layak untuk 

mendapatkan upah yang layak pula. Anggaran untuk menaikkan gaji pegawai 

menjadi kewenangan kepala daerah yaitu Bupati, tidak berada dalam wilayah 

Dinas Lingkungan Hidup. Untuk mengatasi hal ini perlu kebijakan ekstra dan 

perlakuan khusus dalam hal penghasilan bagi para petugas pkebersihan yang 

harus mendapatkan perhatian ekstra dari pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, 

dapat dibayangkan seandainya sampah tidak diangkut dalam satu hari saja. 
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A. Kesimpulan 

BABY 

PENUTUP 

Berdasarkan penelitian tentan implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan 

Persampahan/kebersihan di Kabupaten Aceh Tengah dapat diambil 

kesimpilan sebagai berikut 

I. Implementasi Kebijakan retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di 

Kabupaten Aceh Tengah di laksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup 

Kabupaten Aceh Tengah masihbelum maksimal dilihat dari segi anggaran dan 

sumberdaya manusia dari segi kualitas yang belurn memadai, standar 

operational prosedur yang belum dibuat 

2. Faktor pendukung seperti komunikasi, disposisi, sumberdaya manusia yang 

secara kuantitas sudah memadai serta struktur birokrasi seperti pembagian 

tugas dan wewenang atau fragmentasi yang tidak memerlukan banyak 

koordinasi. faktor- faktor penghambat adalah rendahnya sumberdaya manusia 

secara kualitas yang menjadi petugas kebersihan dan petugas pemungut 

retribusi ini dapat dilihat dari pengetahuan para petugas tentang retribusi 

layanan persampahanlkebersihan, hambatan lain adalah masih kurangnya 

sumberdaya finansial dalam pengelolaan kebersihan, seperti randahnya gaj i 

para petugas, tidak tersedianya anggaran yang cukup dalam merawat 

kendaraan dan alat-alat penunjang kebersihan. Budaya masyarakat, azas 

manfaat serta faktor kepentingan juga masih jadi penghambat dalam 

pelaksanaan kebijakan retribusi kebersihan ini 
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B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti dapat memberikan saran 

sebagai berikut: 

I. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah harus dapat meningkatkan 

pelayanan persampahanlkebersihan khususnya dalam pengadaan sarana dan 

prasarana kebersihan, sehingga masyarakat dapat secara langsung merasakan 

manfaat dari penggunaan jasa retribusi persampahan/kebersihan 

2. Membuat SOP sebagai panduan dalam melaksanakan retribusi persampahan I 

kebersihan, mengadakan sosialisasi ataupun penyuluhan dalam upaya 

meningkatkan pengetahuan para petugas tentang makna dari retribusi 

kebersihan maupun tentang kebersihan lingkunga. Dan upaya terakhir yang 

dapat dilakukan Dinas Lingkungan Hidup adalah meningkatkan kesejahteraan 

para petugas yang terlibat didalam pelaksanaan kebesihan 

3. Retribusi persampahanlkebersihan dalam menunjang pendapatan asli daerah 

belum mampu memberikan kontribusi yang signifikan di karenakan jumlah 

sampah dan wajib retribusi yang masih sedikit, atas hal tersebut pemerintah 

daerah tidak menjadikan retribusi persampahan lkebersihan sebagai salah 

satu sumber pendapatan yang harus dipaksakan melainkan melaksanakan 

peranan pemerintah sebagai petugas pelayanan kepada masyarakat di bidang 

kebersihan. 
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Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah 

Kepala Dinas 

Sub bagian Umum 

' dan Kepegawaian 

Kelompok Jabatan Sekretaris 
Funsional r-

Subbagian 
'--- perencanaan 

81dang penataan dan penataan Bidang Pen.gelolaan Sampah Bidang Pengedalian 
perlindungan dan Pengelolaan dan Peningkatan Kapasitas pencemaran dan kerusakan 

Lmgkungan Hidup Lingkungan Hidup L1ngkungan Hidup 

Seksi Perencanaan dan Seks1 pengelolaan Sampah Seks1 Pengendalian 
Kajian Dampak bahan berbahaya dan beracun pencemaran Lmgkungan 

Lingkungan 

Seks1 Pengaduan dan Seksi Peningkatan kapasitas Sek>1 Pengedallan ke11.1sakan 
Penyelesa1llll Sengketa Lingkungan hidup Lmgkungan 

Lingkungan 

Seksi penegakan ~ksi Pertamanan dan Lampu Seksi Pemeliharaan 

Hukum Lingkungan Penerangan Jalan Lingkungan 

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah 
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PEDOMANWAWANCARA 

1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup 

1) Apakah qanun no 4 tentang retribusi daerah ini sudah memiliki 
peraturan bupati sebagai acuan dalam melaksanakan pemungutan 
retribusi layanan persampahanlkebersihan? 

2) Menurut Bapak apakah implementasi kebijakan retribusi pelayanan 

persampahanlkebersihan sudah sesuai dengan tujuan yang telah 
ditetapkan? 

3) Bagaimana pendapat bapak mengenai pungutan retribusi 
persmpahan/kebersihan? 

4) Menurut Bapak langkah langkah apa saja yang telah ditempuh oleh 

pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dalam mengimplementasikan 
Kebijakan retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan? 

5) Bagaimana Sumberdaya manusia yang ada di Dinas Lingkungan 
Hidup Kab. Aceh Tengah dalam melaksanakan implmentasu kebijaka 

retribusi Persampahan/kebersihan? 
6) Bagaimana anggaran yang ada di Dinas 

melaksanakan Implementasi 
Persampahan/kebersihan? 

Lingkungan Hidup dalam 
Kebijaka retribusi 

7) Bagaiamana ketersediaan peralatan di Dinas Lingkungan Hidup dalam 
melakasanakan lmplementasi Kebijakan Retribusi 

persmapahanlkebersihan? 
8) Bagaimana pendapatan bapak tentang kepatuhan petugas pemungut 

retribusi? 

9) Apakah ada standar aturan yang jelas I SOP yang dibuat untuk 
melaksanakan kegiatan retribusi disetiap harinya? 

I 0) Apakah SOP yang dibuat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan? 
II) Apakah dalam pembuatan SOP terse but mengacu kepada Qanun No 4 

Tahun 20 I 0 tentang retribusi daerah? 
12) Bagaimana menurut bapak Respon pegawai terhadap pekerjaannya? 

(disposisi) 
13) Bagaimana menurut Bapak tanggung jawab petugas terhadap 

pekerjaan mereka?( Disposisi) 
14) 
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PEDOMAN OBSERVASI 

Dalam Observasi yang dilakukan adalah mengamati partisipasi dan peran 

serta masyarakat dalam implementasi kebijakan retribusi pelayanan persampahan/ 

kebersihan di Kabupaten Aceh Tengah meliputi: 

A. Tujuan: 

Untuk memperoleh infonnasi dan data baik mengenai fisik dan non fisik 
pelaksanaan kebijakan retribusi Pelayanan persampahanlkebersihan di Kabupaten 

Aceh Tengah 

B. Aspek yang diamati: 

I. Kondisi Penurnpukan sampah 

2. Kondisi TPS 
3. Lingkungan 
4. Proses Pemungutan Retribuisi 

5. Saran a dan Prasarana 
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Nama Narasumber 
Alamat dan No. Hp. 
Tempat Wawancara 
Tanggal Wawancara 
Waktu Wawancara 
Pewawancara 

TRANSKRIP HASIL WA WANCARA 

:Ir, Zikriadi 
:JI. Yos Sudarso Blangkolak II 
: Ruang Kepala DinasLingkungan Hidup 
: 05 Maret 2018 
: Pukul 09 .sd 09.55 WIB 
: Peneliti 

I) Menurut Bapak apakah implementasi kebijakan retribusi pelayanan 

persampahanlkebersihan sudah sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan? 
Jawaban 
Untuk diketahui bahwa tujuan dari kebijakan ini selain untuk mendapatkan 

pendapatan asli daerah , adalah untuk memberikan pelayanan kepada 
masyarakat dalam hal kebrsihan lingkungan, dan timbal balik yang diberikan 
kepada masyarakat adalah dengan membayar atas jasa yang telah diberikan, 
namun tujuan utama adalah menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat 

2) Bagaimana menurut Bapak Dukungan dari Pihak DPRK terkait retribusi 

daerah? (Disposisi) 
Jawaban: 
Dukungan dari DPRK sangat baik, salah satunya adalah dengan 

diterbitkannya Qanun No 4 Tahun 2010 tentang retribusi Daerah yang 
memuat pengaturan pemungutan retribusi persampahan/kebersihan serta 

pengesahan anggaran bagi kegiatan pengelolaan sampah setiap tahunnya 
3) Bagaimana pendapat bapak mengena1 pungutan retribusi 

persmpahan/kebersihan? 

Jawaban 
Pungutan retribusi sudah berjalan dengan baik walaupun masih ada kendala 
dilapangan, seprti penolakan membayar retribusi. Namun dengan penjelasan 

yang dlakukan oleh petugas kendala kendala seperti itu bisa diatasi 

4) Menurut Bapak langkah langkah apa saja yang telah ditempuh oleh 
pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dalam mengimplementasikan Kebijakan 
retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan? 

Jawaban 
Adapun langkah langkah yang telah diambil oleh Dinas Lingkungan Hidup 

adalah yang pertama meningkatkan pelayanan persampahan seperti 
penambahan truk pengamkut sampah, penambahan petugas pemungut 
sampah, menyiapkan tempat pembuangan sampah di sepanjang jalan-jalan 

utama seperti jalan sengeda, jalan lebe kader dan jalan pasar inpres 
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5) Bagaimana Sumberdaya manusia yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Kab. 
Aceh Tengah dalam melaksanakan implmentasu kebijaka retribusi 
Persampahan/kebersihan? (reosurces) 
Jawaban 

Sumberdaya yang ada pada Dinas Lingkungan hidup terutama untuk 
pelaksanaan kebersihan dari segi kuantitas sudah mencukupi namun dari segi 
kualitas masih sangat kurang, banyak pegawai atau tenaga kerja yang masih 
belum memahami tentang tentang retribusi daerah dan pelaksanaan 
kebersihan. Bahkan sebahagian dari mereka langsung ditugaskan kelapangan 
tanpa ada pembekalan, 

6) Bagaimana menurut bapak Respon pegawai terhadap pekerjaannya? 
(disposisi) 
Jawaban 
Pegawai sangat tanggap apabila ada pekerjaan yang harus dikerjakan, dan 
pegawai sangatjarang meninggalkan tuga mereka 

7) Bagaimana menurut Bapak tanggung jawab petugas terhadap pekerjaan 
mereka?( Disposisi) 
Jawaban: 
Setiap pegawai sangat bertanggungjawab terhadap pekerjaan mereka, dan itu 
sudah sesuai dengan tugas mereka masing-masing, pegawaijuga sangat aktif 
falam mendukung setiap keputusan dalam pelaksanaan pengelaan sampah 
serta pemungutan retribusi sampah 

8) Bagaimana anggaran yang ada di Dinas Lingkungan Hid up dalam 
melaksanakan lmplementasi Kebijaka retribusi Persampahanlkebersihan? 
(anggaran) 
Jawaban 
Nah ini point paling penting, pada dasarnya anggaran yang ada masih jauh 
dari kata cukup, bahkan anggaran untuk upah petugas lapangan masih jauh 
dari umpah minimum propinsi, dan anggaran untuk perbaikan kendaraan, 
pemeliharaan maupun operasioanal pemungutan sampah dan retribusi masih 
sangat kurang.. kami masih kesulitan untuk memaksimalkan pelayanan 
kebersihan karena terbatasnya anggaran dalam pengelolaan sampah ini 
keterbatasan anggaran mengakibatkan biaya operasional sehari-hari pun 
menjadi sangat sangat terbatas, padahal biaya pemeliharaan ksendaraan 
sangat tinggi belum lagi biaya perbaikan jika ada yang rusak, untuk 
meningkatkan pelayanan dengan sumberdaya yang ada dilakukan secara 
proporsional 

9) Bagaiamana ketersediaan peralatan di Dinas Lingkungan Hidup dalam 
melakasanakan lmplementasi Kebijakan Retribusi persamapahanlkebersihan? 
Jawaban 
Dalam melaksanakan implementasi retribusi persampahan/kebersihan 
peralatan ataupun perlengkapan masih sangat minim. Dan ada beberapa 
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kendaraan yang JUga masih rusak dan menunggu perbaikan, dan belum 
diperbaiki karena biaya perbaikan besar, sementara anggaran kita belum 
mencukupi. 

I 0) Bagaimana pendapatan bapak tentang kepatuhan petugas pemungut retribusi/ 
Jawaban 

Tingkat kepatuhan pada umumnya baik, mereka mengerti akan perintah 
dalam melaksanakan pemungutan retribusi, bagaimana berkomunikasi dengan 
masyarakat serta bagaimana mengimpelementasikan kebersihan lingkungan 

II) Apakah ada standar aturan yang jelas I SOP yang dibuat untuk melaksanakan 
kegiatan retribusi ? (Struktur Organisasi) 
Jawaban 

Dalam pelaksanaanya tidak ada SOP yang untuk mengatur pemungutan 
retribusi Persampahan/kebersihan, SOP yang ada baru tentang pembuangan 

sampah dari TPS ke TPA,sementara untuk SOP pemungutan retribusi kita 
belum ada 

12) Apakah SOP yang dibuat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan? 

Jawaban 
Ya, untuk pembuangan sampah dari TPS ke TPA sudah sesuai dengan yang 
diharapkan, dan pelaksanaanya juga sudah sesuai aturan 

13) Menurut Bapak Apa kendala yang paling utama dalam pelaksanaan 
lmplementasi Kebijakan Retribusi Persampahanlkebersihan? 
Jawaban: 
Seperti yang saya katakan sebelumnya, hambatan yang paling utama adalah 
ketersediaan anggaran dalam upaya mendukung kegiatan pengelolaan 

kebersihan seperti penyedian sarana dan prasarana kebersihan, pengelolaan 
kebersihan lingkungan yang baik maka akan menimbulkan dampak terhadap 
peningkatan penerimaan retribusi persampahan.kebersihan 
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2. Kepala Bidang Kebersihan 
Nama : lkhsan, SE 

Pekerjaan : Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Peningkatan 
kualitas lingkungan hidup 

Alamat : Kebayakan Aceh Tengah 
Tanggal :03 Maret 2018 

I) Bagaimana sumberdaya manusia di Dinas Lingkungan Hidup dalam 
mengelola kebersihan di kabupaten Aceh Tengah 
Jawaban: 
Sebenarmya inilah kekuatan kami, sumber daya manusia dalam 
mengelola kebersihan sangat banyak, hampir 300 orang petugas saja 
belum lagi petugas administrasi, dari berbagai Jatar belakang 
pendidikan, umunya pendidikan mereka adalah SL TA sederajat dan 
sumberdaya manusia dikelompokkan dalam berbagai tugas dan 
tanggungjawab. 

2) Menurut Bapak apakah sudah pernah dilakukan sosialisasi kepada 
para wajib retribusi sebelum atau sesudah kebijakan retribusi 
pelayanan persampahanlkebersihan diberlakukan? 
Jawaban: 
Untuk Sosialisasi belum pernah dilaksanakan kepada seluruh 
masyarakat baik wajib retribusi maupun masyarakat yang buka wajib 
retribusi, hal ini dikarenakan kurangnya tenaga ahli pada instansi ini 
serta keterbatasan anggaran dalam melaksanakan kegiatan 

3) Apakah bapak/ibu memberikan araban atau panduan tentang cara 
pelaksanaan retribusi tersebut ? 
Jawaban 
Untuk petugas baru kita selalu memberikan arahan tentang tata cara 
pemungutan ataupun pelaksanaan kebersihan lingkungan secara 
langsung, karena petugas yang ditugaskan sebagai petugas kebersihan 
dan petugas pemungut retribusi seluruhnya merupakan pegawai 
honorer, dan hampir semua juga tidak menguasai permasalahan 
tentang maksud dan tujuan retribusi, mereka langsung ditugaskan 
sengan masyarakat meskipun pengetahuan mereka dan pengalaman 
mereka yang masih sangat rendah 

4) Apakah bapak/ibu menjelaskan Qanun No 4 Tahun 20 I 0 kepada para 
pelaksana retribusi ? 
Jawaban: tidak 

5) Bagaiaman status tenaga kerja mereka para petugas dan pemungut 
retribusi? 
Jawaban 
Status tenaga kerja para petugas kebersihan dan pemungut retribusi 
adalah tenaga kontrak atau honorer, pada tahun 2012 sebahagian besar 
dari kawan kawan mereka telah diangkat menjadi pegawai negeri sipil, 
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dan tidak lagi bertugas sebagai petugas kebersihan, mereka telah 
dipindahkan 

6) Dalam pelaksanaannya, apakah staf pelaksana patuh 
dalam menjalankan kegiatan retribusi tersebut ? 
Jawaban 
Mereka melaksanakan pekerjaan mereka setiap hari ,saya melihat tidak 
ada kendala dalam hal ini 

7) Adakah sanksi yang diberikan kepada para pelaksana retribusi, apabi\a 
terjadi suatu pelanggaran dalam pelaksanaan retribusi? 
Jawaban: Tidak ada 

8) Bagaimana menurut bapaklibu tentang sikap para pelaksana 
retribusi dalam melakukan pemungutan? 
Jawaban: Menurut pandangan saya baik, mereka melakukan 
pemungutann kepada para masyarakat dengan baik setiap hari atau 
setiap bulan 

9) Apakah ada insentif yang diberikan kepada para pelaksana retribusi 
atas apa yang telah mereka kerjakan ? 
Jawaban: tidak insentif yang diberikan atas prestasi kerja atau apapun 
itu, mereka hanya diberikan upah bulanan yang diatur dalam surat 
keputusan kepala Dinas, serta surat Keputusan bupati yang 
ditandantangani oleh Bupati 

1 0) Apakah ada dampak yang ditimbulkan oleh pemberian 
insentifterhadap kinerja para pelaksana retribusi 
Jawaban:-

II) Apakah para pelaksana retribusi bertanggung jawab langsung pada 
Dinas Lingkungan Hidup 
Jawaban: ya mereka bertanggung jawab kepada kepala dinas 
lingkungan hidup, setiap bulan dievaluasi hasil kerja mereka, bapak 
kepala dinas akan menegur mereka yang kurang kinerjanya 

12) Bagaimana pembagian tanggung jawab yang dibentuk dalam proses 
pelaksanaan retribusi? 
Jawaban: 
Dalam melaksanakan pemungutan retribusi maupun pelaksanaan 
kebersihan lingkungan mereka dibagi berdasarkan wilayah kerja, 
sehingga mereka bekerja dan bertanggunga jawab di masing masing 
wilayah kerja merka 

13)Bagaimana menurut bapak Respon pegawai terhadap pekerjaannya? 
(disposisi) 
Jawaban 
Respon sangat baik terhadap peketjaan 

14)Bagaimana menurut Bapak tanggung jawab petugas terhadap 
pekerjaan mereka?( Disposisi) 
Jawaban: 
Dalam melaksanakan pekerjaan , setiap petugas sangat bertanggung 
jawab terhadap pekerjaannya. 

15) Terhadap penerimaan retribusi, Apakah pemah ada pengelolaan oleh 
pihak Ketiga? 
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Jawaban 
Pengelolaan Retribusi pada tahun 2013 itu diserahkan pada pihak 
ketiga, jadi semacama ada perjanjian kerja antara pemerintah dan 
pengelola dalam memungut retribusi, dan yang terjadi adalah 
penunman penerimaan, sehingga tahu 2014 kita ambil alih kembali 

16) Bagaimana Penentuanya terhadap pengelolannya? 
Jawaban 
Untuk pengelolanya, kita sudah diberitahu bahwa pengelolanya sudah 
ditunjuk dari atasan, bukan berdasarkan lelang sebagaimana mestinya, 
intinya kita hanya menyiapkan kontraknya saja. Dan pada tahun 2018 
ini pengelolaannya sudah dikontrakkan kembal kepada puhal ketiga 
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3. Petugas Pemungut Retribusi 

Nama: Bapak Zainuddin 
Umur: 34 Tahun 
Alamat: Blangkolak II 

Daerah pungutan: pasar pagi paya ilang 

Tanggal: 6 Maret 2018 
I) Status Saudara apakah PNS, Pegawai kontrak atau Pegawai honorer? 

Jawaban 

Saya pegawai kontrak 

2) Sudah berapa lama saudara melakukan pemungutan retribusi 
persampahan!Kebersihan? 
Jawaban 

Sejak tahun 2009 saya bekerja di Dinas Lingkungan Hidup, dulu 
namanya Dinas kebersihan 

3) Pendidikan saudara terakhir? 
Jawaban 

SMP 
4) Apakah saudara mengetahui dasar hukum dalam melakukan 

pemungutan retribusi Layanan persampahan/ kerbersihan? 

Jawaban: 
Lupa pak, kemarin pak kepala pemah kasi tahu, tapi ng ingat lagi 

5) Apakah saudara mengetahui tentang peraturan daerah no 4 tentang 
retribusi daerah yang mengatur Retribusi Layanan 

Persampahan/kebersihan? 

Jawaban: 
Mungkin itu pak yang pak kepala hi lang, saya lupa 

6) Pada waktu kapan saudara melakukan pemungutan retribusi? (Pagi. 

Siang? 
Jawaban 

pagi 
7) Untuk Objek Retribusi Bulanan, setiap tanggal berapa saudara 

melakukan pemungutan? 
Jawaban 

Setiap awal bulan 
8) Apa kendala yang saudara hadapai dalam melakukan pemungutan? 

Jawaban 
Disuruh besok lagi datang untuk memungut, kan habis munyak 

kendaraan kita pak 
9) Apakah disediakan fasilitas dalam memungut retribusi? 

Jawaban 
tidak 
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I 0) Apakah ada inisiatif dari bapak/ibu dalam mensukseskan pelaksanaan 
retribusi tempat rekreasi ? 
Jawaban 

Palingan kalau tidak bisa dipungut sekarang besok, sekalian, trus 

kalau ng mau bayar kita tinggal lapor aja sama atasan 
11) Apakah ada insentif yang bapak/ibu dapatkan dari pelaksanaan 

retribusi ini ? 
Jawbaan 

tidak 

12) Apakah selama saudara menjadi petugas pemungut pemah dilakukan 
sosialiasi masalah retribusi daerah? 
Jawaban: 

Tidak, kita Cuma dikasih arahan sama pak kepala, tentang tatacara 
pemungutan dan penyetoran dan pelaporannya 

13) Apakah banpak mengerti apa yang disampaikan pak kepala 
terse but? 
Jawaban 

Kita yang hadir mendengarkan arahan mengerti apa yang 
disampaikan oleh pak kepala, dan apa yang kurang juga langsung 

kita tanyakan kern bali pak. Karena ini juga sudah tugas sehari hari 
14)Apakah selama saudara menjadi petugas pemungut pemah mendapat 

pendidikan dan pelatihan tentang retribusi ini? 
Jawaban 

Ng pernah 
15) Apabila ada yang tidak membayar pada saat anda memungut 

retribusi, apakah saudara akan memungut kembali pada bulan yang 
sama? 
Jawaban 
Kalau misalanya yang harian, seperti penjual sayur, biasanya mereka 

raj in bayar setiap hari. Paling lama dua hari dia ng bayar 
16)Uika jawaban no 14 adalah iya) sampai berapa kali anda akan 

melakukan pemungutan retribusi tersebut? 
17) Apakah saudara pemah mendapat perlawanan dari waj ib retribusi 

pada saat memungut? 
Jawaban: 
Sering pak, namanya juga uang yang diminta, kan pasti marah, apalgi 

misalnya daganganyajuga belum Jaku, pasti marah marah 
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4. Petugas Kebersihan 
Nama: lbu Wir 
Alamat: Takengon Barat 
Pekerjaan: Petugas Kebersihan 
Tanggal :02 Maret 2018 

1) Sudah berapa lama saudara/imenjadi petugas kebersihan? 
Jawaban 
5 Tahun 

2) Apa kendala didalam menJaga kebersihan/ memungut sampah 
kota diwilayah yang menjadi tanggungjawab saudara/i? 
Jawaban 
Kebiasaan masyarakat yang membuang sampah sembarangan, 
kadang-kadang kita baru siap membersihkan ada lagi yang 
membuang sampah, kadang kadang sampah dibuang dari mobil 
yang sedang lewat 

3) Bagaiaman keadaan I kondisi kendaraan pengangkut sampah yang 
ada pada saat ini? 
Jawaban-

4) Apakah ada insentif yang bapaklibu dapatkan dari pelaksanaan 
retribusi ini ? 
tidak 

5) Apakah Fasilitas yang digunakan sudah memadai dalam 
melaksanakan tugas kebersihan? 
Jawaban 
Kalau maksudnya sapu atau alat lain ya memang seperti ini 
keadaannya, kan ng lagi sapu model lain 

6) Apakah saudara selalu menjaga kebersihan wilayah yang menjadi 
tanggung jawab saudara setiap saat ( dari pagi hingga sore hari) 
Jawaban 
Kita petugas biasanya menyapu mulai sehabis shalat subuh hingga 
pukul I 0 pagi 

43456.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



Petugas Kebersihan 
Nama: lbu Rudi 
Alamat: Takengon Barat 
Pekerjaan: Petugas Kebersihan 
T anggal :02 Maret 2018 
I) Sudah berapa lama saudara/imenjadi petugas kebersihan? 

Jawaban 
7 Tahun 

2) Apa kendala didalam menjaga kebersihan/ memungut sampah kota 
diwilayah yang menjadi tanggungjawab saudara/i ? 

Jawaban 
Banyak orang yang mebuang sampah tidak pada tempatnya, 
dipinggir jalan, di depan rumahnya ataupun didepandepan toko, 
jadi kelihatan kotor, dan yang disalahkan adalah kita pata petugas 

3) Bagaiaman keadaan I kondisi kendaraan pengangkut sampah yang 
ada pada saat ini? 

Jawaban-
4) Apakah ada insentif yang bapak/ibu dapatkan dari pelaksanaan 

retribusi ini ? 
tidak 

5) Apakah Fasilitas yang digunakan sudah memadai dalam 
melaksanakan tugas kebersihan? 

Jawaban 
Kalau maksudnya sapu atau alat lain ya memang seperti 101 

keadaannya, kan ng lagi sapu model lain 
6) Apakah saudara selalu menjaga kebersihan wilayah yang menjadi 

tanggung jawab saudara setiap saat ( dari pagi hingga sore hari) 
Jawaban 
Kita petugas biasanya menyapu mulai sehabis shalat subuh hingga 
pukul I 0 pagi 

43456.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



5. Masyarakat 
Nama 
Pekerjaan 
Alamat 
Tanggal 

:Ibrahim 
: Swasta 
: Kemili 
: 04 Maret 2018 

1) Apakah saudara merupakan wajib retribusi persampahan/kebersihan? 
Jawaban: 
ya 

2) Berapa lama sudah saudara menjadi wajib retribusi? 
Jawaban: sejak tahun 2015 

3) Bagaimana pelayanan yang diberikan oleh petugas ? 
Jawaban: kalau dari segi pelayanan sedikit memuaskan, walaupun 
kadang kadang petugas, meninggalkan sampah ketika mengangkutnya, 
dan mungkin petugas harus sedikit lebih ramah lagi 

4) Kenapa saudara menggunakanjasa pengambilan sampah? 
Jawaban: karena kalau saya harus membuang sampah sendiri,jauh dari 
lokasi tempat pembuangan sementara, dan yang kedua adalah sampah 
dari rumah terkadang banyak sehingga sulit untuk membuangnya 

5) Apakah besaran retribusi yang dikenakan setiap harilbulan sudah sesuai ? 
Jawaban: sebenamya besaran retribusinya tidak ada masalah, tetapi 
pelayanan harus lebih ditingkatkanseperti pengambilan sampah yang 
teratur 

6) Apa bukti bayar yang diberikan petugas setelah memungut retribusi 
Persampahanlkebersihan? 

Jawaban: karcis 
7) Apa kendala yang dihadapi selama menggunakan jasa pemungutan sampah? 

Jawaban: 
Terkadang lama diambil, sampe 3 atau 4 hari baru diambil, terus 
petugas juga tidak ramah, terkadang sampah yang tditinggalkan 
berserakan. 

8) Bagaimana menurut saudara cara mengatasi kendala dalam menggunakan 
jasa retribusi persampahanlkebersihan? 

Jawaban 
Tentu yang pertama adalah waktu pengambilan samaph kalau bisa 
setiap hari, pelayanan ramah, sopan, dan sampah yang diambil tidak 
berserakan, kalau bisajuga sekalian menyapu lingkungan tempat kami 

9) Apa harapan anda dengan adanya retribusi persampahan/kebersihan ini? 
Jawaban: harapan tentu saja lingkungan menjadi bersih, lebih mudah 
dalam membuang sampah, dan lingkungan menjadi lebih sehat 

I 0) Bagaimana tanggapan saudara tentang Retribusi persampahan/Kebersihan 
ini? 
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Jawaban: pemungutan iuran sampah ini sebenarnya baik atau bahkan system 
iuran yang diberlakukan dikampung kemili sudah sangat baik, sehingga 
masyarakat juga dengan adanya pelayanan pemungutan sampah menjadi 
lebih mudah dalam membuang sampah, namun pelaksanaannya perilkau 
aparat serta pengambilan sampah yang tidak teratur adalah hal yang harus 
diperbaiki agar banyak warga yang menggunakan jasa pengangkutan sampah 
ini 
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Nama : Yusran 
Pekerjaan : PNS 
Alamat : Kute Lot 
Tanggal :02 Maret 2018 
Sasaran : Bukan Pengguna jasa Retribusi persampahan 

I. Apakah saudara merupakan wajib retribusi persampahan/kebersihan? 
Jawaban: 
Tidak 

2. Berapa lama sudah saudara menjadi wajib retribusi? 
Jawaban:-

3. Apakah Saudara Mengetahui pelayanan yang diberikan oleh petugas? 
Jawaban: Ya saya tau, petugas mengambil sampah dari perumahan 
untuk diangkat kepembuangan sementara setiap hari atau paling lama 3 
hari , biasanya kalau tidak diambil alasannya mobil rusak yang saya 
dengar dari ternan-ternan 

4. Kenapa saudara menggunakan jasa pengambilan sampah? 
Jawaban:-

5. Menurut bapak besaran retribusi yang dikenakan setiap hari/bulan sudah 
sesuai? 

Jawaban: kalau menurut saya besaran itu sangat kecil, karena hanya 
I 0.000, nonnalnya ya 30.000, tapi ya itu, diiringi dengan Jayanan yang 
baik dari petugas maupun para pemungut retribusi 

6. Apakah Saudara mengetahui bukti bayar yang diberikan petugas setelah 
memungut retribusi Persampahan/kebersihan? 

Jawaban: sepertinya Karcis yang berwama Hijau kecil 
7. Apa kendala yang dihadapi selama menggunakan jasa pemungutan sampah? 

Jawaban: 
8. Bagaimana menurut saudara cara mengatasi kendala dalam menggunakan 

jasa retribusi persampahan/kebersihan? 
Jawaban-

9. Apa harapan anda dengan adanya retribusi persampahan/kebersihan ini? 
Jawaban:-

I 0. Bagaimana tanggapan saudara tentang Retribusi persampahan/Kebersihan 
ini? 
Jawaban: 
Retribusi sampah ini tidak ada dampak yang diberikan kepada kami, jadi 
kami merasa keberatan membayar retribusi kebersihan sebab kami sama 
sekali tidak pemah menerima pelayanan persampahan sama sekali. 
Dilingkungan kami masyarakat sendiri yang membersihkan lingkungan, jadi 
lingkungan bersih karena masyarakat sendiri yang membersihkan , jadi buat 
apa bayar retribusi, kalau urusan sampah masih menjadi tanggung jawab 
sendiri 
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Hasil Observasi 

Haril Tanggal : Jumat/ 02 Maret 2018 

Pukul : 14.00 Wib 

Tern pat : Dusun Terminal 

Kegiatan : Mengamati Tern pat Pembuangan Sementara 

Hasil: 

Pada PukuJ 14.00 Siang TPS sudah penuh dan sebahagian diletakkan 
diluar TPS, TPS ini di angkut menuju TP A pada malam hari 
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HasiJ Observasi 

Hari/ Tanggal : Sabtu I 03 Maret 2018 

Puk:ul : 10.10 Wib 

Tern pat : Desa Kemili 

Kegiatan : Mengamati Penumpukan Sampah 

Hasil: 

Penumpukan sampah terjadi di jalan 1001 Lorong ikan Depik di depan 
rumah satu penduduk yang merupakan wajib retribusi pelayanan 
persampahanlkebersihan. menurut keterangan dari warga yang berada 
disekitamya disebutkan bahwa sampah sudah tidak diambil selama 2 hari, jika 
pada hari ini ( Tanggal 03 Maret 2018) pada pukul 17.00 maka sampah akan 
memasuki hari ketiga tidak di kumpulkan. 
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Hasil Observasi 

Hari/ Tanggal : Kamis I 01 Maret 20 18 

PukuJ : 17.00 Wib 

Tern pat : Desa Blang Kolak I 

Kegiatan : Sarana dan Prasarana 

Hasil 

Sarana dan Prasarana Pemungutan sampab di desa Kemilik, berupa Roda 3 
yang di gWlakan untuk mengangkut sarnpah dari pemukirnan penduduk rnenuju 
tempat pembuangan sementara, roda 3 dalam keadaan masih bagus, namun 
jumlah yang masih sangat sedikit. 
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